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BAB IV 

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai deskripsi data yang diperoleh 

peneliti selama penenlitian. Selain itu juga akan dibahas pemaparan data 

terkait dengan fokus dan pertanyaan penenelitian pada kasus 1 dan kasus 2. 

Juga disajikan analisis data untuk membuat proposisi dari masing-masing 

kasus. 

1. Paparan Data Kasus 1 (MTs Ma’arif NU Kota Blitar) 

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke 

desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat 

meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan. Salah satu 

upaya untuk mewujudkan peluang tersebut adalah melalui komite 

sekolah. Keberadaan komite sekolah bukan hanya sebagai pelengkap 

penderita, tetapi sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan 

sekolah.  

Arah komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan (Advisory 

agency) adalah keterkaitan penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Adapun pertimbangan yang 
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diberikan komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar adalah: 

Pertama, memberikan pertimbangan terhadap sarana prasarana. 

Mengingat posisi sarana prasarana sangat penting untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM) 

sehingga peserta didik bisa belajar dengan optimal tanpa ada gagasan-

gagasan yang bisa merusak suasana belajar. Format yang dikemas 

dalam pertimbanagn ini, karena komite sekolah adalah sebagai mitra 

dan partner sekolah, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana 

pertimbangan yang akan dilakukan apabila input madrasah melebihi 

kapasitas yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Moh.Muslim, S,Pd.I.M,Ag. selaku kepala sekolah menjelaskan: 

…,Karena mereka sebagai mitra sekolah dan partner, dia 

memposisikan sebagai itu, misal lembaga atau sekolah 

membutuhkan sarana prasarana untuk kenyamanan proses 

KBM, maka bisa dilibatkan ke komite. Dan ada hal-hal yang 

mungkin perlu dibenahi maka dilibatkan sebagai pertimbangan 

yang harus segera terselasaikan. Misal pada tahun ini output dan 

input di madrasah tidak seimbang. Output tahun ini ada 

seratusan, nach pada pendaftaran siswa baru melebihi kapasitas, 

yaitu sekitar empat ratusan.
1
 

 

Informasi tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti 

dengan salah satu anggota komite sekolah sekaligus sebagai Wakil 

Direktur Sarana Prasarana dan HUMAS  yaitu Ustadz Zaenuri. Peran 

komite sekolah sebagai badan pertimbangan yang hubungannya 

sarana prasana dilihat dari prioritas yang ada. Dimana kebutuhan yang 

mendesak didahulukan terlebih dahulu.  

                                                           

 
1
 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 22 Maret 2016  
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Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zaenuri: 

Jadi,, saya sebagai komite sekolah untuk 

mempertimbangkannya melihat dari skala prioritasnya, dimana 

kebutuhan yang mendesak kita dahulukan.
2
 

  

Informasi tersebut didukung dengan dokumentasi dari sekolah. 

Terlihat dari pembangunan ruang kelas sebelum dan sesudah, dimana 

yang bertujuan untuk menyesuaikan input yang ada di madrasah: 

Gambar 4.1 Dokumentasi pembangunan ruang kelas  

di MTs Ma’arif NU Kota Blitar3
 

Dari dokumentasi yang ada, telah membuktikan keberhasilan 

komite sekolah untuk mewujudkan sarana prasarana yang dibutuhkan 

sekolah. Dengan keberhasilan rehap pembangunan tersebut, 

diharapakan dapat terlaksananya KBM yang menyenangkan. 

 Upaya tersebut dilakukan secara terus-menerus oleh pihak 

komite dan direktorat sekolah. Tugas komite sekolah salah satunya 

adalah untuk menjembantani kebutuhan masyarakat dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh madrasah, dan selaku penyedia jasa 

                                                           

 
2
 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
3
 Dokumentasi MTs Ma’arif NU Kota Blitar 2015 
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layanan pendidikan dengan perannya sebagai badan pertimbangan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zaenuri sebagai salah 

satu pengurus komite sekolah dalam menjalani tugasnya sebagai 

komite sekolah:  

Ya, yang pertama kita memang yang jelas memakai jargon 

atau filosofi “khoirunnas angfauhum lin nas”, sehingga dengan 

masuk menjadi anggota komite, diharapkan saya punya manfaat, 

Apa?.. bisa menjembantani kebutuhan masyarakat dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh madrasah selaku penyedia jasa 

layanan pendidikan. Jadi begini, harus dijembati di mediasi 

ya,,karena kalaua nggak wong namanya masyarakat itu lho, hari 

inikan bingung, naah,, kalau tidak di mediasi suruh menerima, 

nah itukan kacau nanti, tidak muat nanti tempatnya, gimana 

nanti anak saya kalau di luar nanti bahaya. tapi di dalam 

(madrasah boarding school) tidak cukup. Ini saya selaku komite 

akhirnya merumuskan, ooh,,, perlu ditambah tempaat,,ooh dua, 

kalau tempatnya belum memadai jangan marah-marah dulu,, 

kayak gitu.
4
 

 

 Direktur atau pimpinan pontren sendiri menyampaikan disaat 

pidato haflah akhirussanah madrasah: 

  Pihak sekolah sebenarnya tidak menolak ada calon santri 

yang daftar, tapi dilihat juga ketersediaan ruang asrama dan 

kelasnya.. kasihan nanti layanan kami kepada siswa tidak 

maksimal. Jadi, kami selaku pihak sekolah akan terus berupanya 

melaksanakan pembangun untuk menambah ruangan.
5
 

 

 Hal itu terbukti ketika peneliti mengadakan observasi pada hari 

Jum’at, 11 Maret 2016: 

 Saat itu peneliti datang ke MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
pada jam 10.00 WIB untuk mengantarkan surat izin penelitian. 

Terlihat disaat peneliti masuk gerbang sekolah ada banyak 

material-material bangunan. Terlihat pula para tukang bangunan 

mengangkat besi yang akan digunakan sebagai tiangnya.
6
 

                                                           

 
4
 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
5
 Badarudin, Pidato Direktur pada saat Haflah Akhirussanah pada  01 Mei 2016 

 
6
 Observasi pada hari Jum’at, 11 Maret 2016 di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
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Pada kejadian tersebut juga peneliti foto sebagai bahan 

dokumentasi penelitian.   

Gambar 4.2 Upaya penambahan ruang kelas 

di MTs Ma’arif NU Kota Blitar7
 

 

Dalam penyusunan rencana strategis pengembangan sekolah, 

komite bisa mengusulkan pendapat tentang jangka tahunan yang harus 

di capai. Perencanaan tersebut dilakukan pada saat rapat antara dewan 

guru sekolah dan komite sekolah pada workshop dengan tema 

strategic planning.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus komite sekolah: 

Rencananya juga pada agenda workshop tersebut. Karena 

di workshop itu hasilnya juga muncul RENSTRA 

pengembangan madrasah. Karena ada capaian jangka lima 

tahunan. Hasil dari workshop juga dibukukan dalam satu buku 

yang berjudul pedoman/panduan kerja perguruan 2015/2016.
8
 

 

Hasil diskusi peneliti dengan salah satu anggota komite sekolah 

bagian sekretaris mengatakan bahwa semua program kerja perguruan 

                                                           

 
7
 Dokumentasi pada saat Kegiatan Pengembangan Ruang Kelas pada hari Jum’at 11 Maret 2016 

di MTs Ma’arif NU Kota Blitar   
 
8
 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   
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salah satunya MTs Ma’arif NU Kota Blitar, telah tertulis pada buku 

pedoman kerja yang isinya dari Visi-Misi sampai pada standar 

operasional  prosedur (SOP) yang ada. Hal itu jelas-jelas sekali bahwa 

komite sekolah telah melaksanakan program kerjanya dalam 

memberikan masukan atau pertimbangannya dari bentuk program 

fisik dan non fisik, seperti pada bidang sarana prasarana, kurikulum, 

pangajuan anggaran, dan lain-lain. Pertimbangan dari program fisik 

dan non fisik tersebut dilakukan dengan cara memberi masukan dalam 

penyusunan tugas yang harus dilakukan oleh wakil kepala pada bagian 

masing-masing. Hal lain juga memberikan pertimbangan pada 

pengelolaan dana infaq. Kegiatan tersebut berpatisipasi aktif dalam 

rapat penyusunan program kerja (workshop) yang di hadiri oleh 

sumber daya yang ada di sekolah.  

Hal tersebut terbukti pada saat peneliti setelah melakukan 

diskusi oleh Kaur TU MTs Ma’arif NU Kota Blitar yaitu Janu Adin 

Nafi’an, S.H.I sekaligus sebagai sekretaris komite sekolah. Hasil 

workshop dapat dilihat dari dokumen buku pedoman kerja lembaga 

tahun 2015-2016: 
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         Gambar 4.3 Dokumen buku program kerja perguruan: Unit kerja   Pesantren 

Nurul Ulum Blitar, MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, 
dan MadinnWustha Nurul Ulum Kota Blitar.

9
 

 

Kedua, pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. 

Kenyamanan proses KBM antara guru dan murid adalah prioritas 

yang di utamakan. Apabila ada kurangnya kenyamanan yang 

dirasakan, komite sekolah akan memberi pertimbangan alternative 

kekurangan yang ada. Pertimbangan pada kekurangan yang ada di 

sekolah, pastinya di diskusikan pada saat rapat. Disaat itulah semua 

sumber daya disekolah secara bebas memberikan informasi yang ada 

untuk disampaikan oleh komite sekolah. Salah satu contoh cara 

alternative yang dilakukan komite sekolah dalam hal pengelolaan 

pendidikan adalah sebagai mana yang disampaikan oleh anggota 

komite sekolah: 

Eee,, filosofinya pakek teori koperasi itu ya, berdiri sama 

tinggi duduk sama rendah. Kalau pada workshop itu sama. 

Silakan menyampaikan aspirasi yang dibutuhkan. Sampai-

sampai perwakilan OSIS-pun kita ajak, stafnya, T U-nya di ajak. 

                                                           

 
9
 Dokumen buku program kerja perguruan tahun 2015-2016: Unit kerja Pesantren Nurul Ulum 

Blitar, MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, dan MadinnWustha Nurul 
Ulum Kota Blitar.  
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Jadi semua di ajak, pengasuhnya pak kebunnya itu juga ikut. 

Disitu di rumuskan apa yang dibutuhkan. Misalnya upaya yang 

dilakukan pada pihak OSIS, pada saat itu sulitnya koordinasi 

untuk merumuskan rapat. Karena tidak mempunyai ruangan. 

Jadi pihak komite membuatkan komisariat. Ada masalah lagi 

pada pihak pengasuh, nach jika rapatnya OSIS sampai malam 

bagaimana ustadz?,, nah usaha komite untuk memberikan 

ruangan komisariat dengan multi section, yaitu putra sendiri dan 

putri sendiri biar tidak ngefek. Ada lagi pada pihak BK, jika 

ruangan BK-nya satu nanti yang masuk laki-laki yang 

perempuan tidak berani masuk,, naach usaha komite juga sama, 

memberi ruangan yang multi section.
10

  

 

Peneliti membuktikan dengan melakukan observasi pada hari 

sabtu 02 April 2016: 

Ketika peneliti datang di MTs Ma’arif NU Kota Blitar jam 
09.00 WIB peneliti langsung menuju ruang guru. Pada saat itu 

pula peneliti melewati ruang BK dan ruang kelas. Setiap 

kelasnya satu kelas terdiri dari laki-laki semua dan ruang kelas 

satunya terdiri dari perempuan semua. Karena juga MTs Ma’arif 
Nu Kota Blitar Sekolah yang menggunakan system Boarding 

School berbasis pesantren.
11

 

 

Sedangkan dalam pelaksanaan PAKEM, komite sekolah 

melimpahkan kepada pihak sekolah. Ketiga, Kurikulum sekarang 

karena menyesuaikan dari pemerintah maka juga menyerahkan pada 

pihak sekolah. Hanya saja pada kurikulum muatan lokal yang 

khususnya pada pembelajaran Ke-NU-an lebih diutamakan, karena 

melihat madrasah dibawah naungan lembaga perguruan ma’arif NU. 

Dalam hal ini, kurikulum muatan lokal pada ke-NU-an, pihak Asatidz 

dan Kiyai yang juga sebagai anggota komite bagian tokoh masyarakat 

memberikan masukan atau pertimbangan pada isi materi yang dibahas 

                                                           

 
10

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
11

 Observasi pada hari sabtu 02 April 2016 di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
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pada buku ke-NU-an. Mengingat santri/siswa yang masuk ke MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar belum tentu disekolahnya dulu mendapatkan 

materi tentang ke-NU-an. Disitu komite sekolah memberi masukan 

untuk menyesuaikan materi-materi yang harus dikuasai dalam 

pengenalaan tentang NU. Jadi, pegangan buku ajar tentang ke-NU-an 

membuat sendiri dan itu sudah berjalan sekitar empat sampai lima 

tahunan, begitupun disahkan oleh pihak kiyai sekaligus komite 

sekolah bagian tokoh masyarakat. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala sekolah: 

Kalau kurikulum sekolah itu hak paten dari pemerintahan 

ya, nach kalau kurikulum muatan lokal disini ada yang unik, 

yaitu buku ajar ke-NUan itu buat sendiri, dimana yang membuat 

itu oleh para asatidz dan kiyai. Mengapa membuat sendiri,? 

Karena santri/siswa yang masuk ke MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
belum tentu di sekolahnya dulu mendapatkan materi tentang ke-

NU-an.
12

 

Informasi tersebut juga diperkuat oleh Waka Kurikulum: 

 Basik madrasah sini adalah lingkup yayasan NU ya… ,ada 
beberapa orang/guru yang mampu dalam ke-NU-an. Maka guru 

yang ahli dalam bidang NU tersebut, penyusunannya dalam 

kurikulum yang akan kita laksanakan, memberikan masukan, 

muata-muatan apa saja yang dimuat dalam penyusunan buku 

ajar ke-NU-an. Di dalam muatan tersebut terdapat amalan-

amalan nahdliyin yang harus dikuasai oleh siswa, misal yasinan, 

pidaan.
13

  

 

Peneliti membuktikan dengan melakukan observasi pada tanggal 

12 Mei 2016:  

                                                           

 
12

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 14 April 2016  

 
13

 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
pada 12 Mei 2016 
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Ketika peneliti sowan ke pengasuh asrama putri, saya 

meminta izin untuk masuk ke asrama putri sekaligus melihat-

lihat keadaan di dalam asrama. Setelah diperbolehkan oleh 

pengasuh, saya langsung menemui siswa MTs untuk melihat 

buku ajar ke-NU-an. Disaat itu pula peneliti melihat siapa saja 

penyusun buku ajar ke-NU-an. Dalam penyusunan tersebut 

tercantum penasehatnya adalah KH. Badaruddin dan 

penanggung jawab penyusunan tersebut adalah kepala sekolah 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar Moh. Muslim.14
 

 

Hal tersebut juga peneliti foto sebagai bahan dokumentasi: 

Gambar 4.4 Buku KE-NU-AN Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif NU Kota Blitar: Untuk Kalangan Sendiri
15

 

 

Keempat, kompetensi sumber daya satuan pendidikan. 

Kemampuan pada setiap orang jika tidak di imbangi dengan 

penguasaan skill yang dimiliki pastinya akan tertinggal dengan 

tuntutan zaman. Tidak hanya knowledge saja yang di kuasai tapi juga 

ketrampilannya. Di sekolah pasti memberikan bekal ketrampilan guna 

bisa menambah wawasan dan keahlian yang dimiliki pada kompetensi 

yang ada. Begitupun di MTs Ma’arif NU Kota Blitar memberikan 

                                                           

 
14

 Observasi pada hari  Kamis 12 Mei 2016 di Asrama Putri MA-MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
 
15

 Dokumentasi Buku KE-NU-AN Madrasah Tsanawiyah Ma’arif NU Kota Blitar: Untuk 
kalangan Sediri 
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penguasaan ketrampilan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Melihat 

potensi yang ada pada peserta didik, maka pihak sekolah dan komite 

menyediakan 19 macam ekstrakurikuler yang bisa di ikuti oleh semua 

peserta didik. Disitu komite sekolah memberikan pertimbangan apa 

saja ketersediaan ekstrakurikuler di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

begitupun penyediaan jam ekstrakurikuler yang ada 19 macam 

tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota komite 

sekolah: 

……Dari situ kebutuhan siswa terpenuhi apa yang menjadi 

harapannya santri, berarti disamping berkembang knowlidgenya 

juga berkembang ketrampilannya. Nanch siswa kalau tidak 

punya skill ya nanti tidak bisa terjun ke masyarakat. Jadi itu 

sebabnya tidak ada madrasah yang melebihi madrasah kita ini 

jumlah ekstrakurikulernya kita mempunyai 19 ekstrakurikuler. 

Dimulai dari catur sampai sholawat kontemporer. Jadi kita 

melayani siswa dalam bentuk penyediaan jam ekstrakurikuler 

sebanyak 19 macam tadi.
16

 

 

Informasi tersebut juga didukung oleh Muslim: 

 

Perkembangan ekstrakurikuler di lembaga ini sangatlah 

pesat. Ada banyak macam ekstrakurikuler di madrasah ini. Dari 

banyaknya macam ekstrakurikuler tersebut, komite sekolah 

sebagai mitra bisa memberikan masukan pada penyediaan jam 

ekstrakurikuler yang ada.
17

 

  

Macam-macam ektrakurikuler tersebut juga dibuktikan peneliti 

ketika melihat kalender Pondok Pesantren Nurul Ulum Blitar tahun 

2016, sebagaimana dokumentasi tersebut: 

                                                           

 
16

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
17

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 14 April 2016 
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Gambar 4.5 Dokumentasi kalender  

 Pondok Pesantren Nurul Ulum Blitar tahun 2016
18

 

  

Peneliti juga membuktikan dengan melakukan observasi pada 

hari Jum’at 08 April 2016 dan hari Minggu 10 April 2016:  

Ketika peneliti datang di MTs Ma’arif NU Kota Blitar hari 

Jum’at jam 15.00 WIB, peneliti menemui para santri sedang 

latihan alat musik. Setelah saya dengar mereka menyanyikan 

lagu sholawatan yang terlihat modern, dan di pandu oleh ustadz 

Mu’in sebagai pelatihnya. Besoknya pada hari Minggu jam 
10.00 WIB, peneliti sedang melintas di depan MTs Ma’arif NU 
Kota Blitar. Terlihat para santri latihan Marching Band yang 

tepatnya di sebalah utaranya Ma’arif NU Kota Blitar.19
 

 

 Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa peran komite sekolah 

sebagai pemberi pertimbangan  sudah cukup efektif sesuai dengan 

peran dan fungsi komite sekolah. Hal tersebut disebabkan karena 

                                                           

 
18

 Dokumentasi Kalender Pondok Pesantren Nurul Ulum Kota Blitar 2016 

 
19

 Observasi pada hari Jum’at 08 April 2016 dan hari Minggu 10 April 2016 di MTs Ma’arif NU 
Kota Blitar 
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pembentukan komite sekolah di MTs Ma’arif NU Kota Blitar  dengan 

asas pemerataan. Sebagaiman yang di sampakan Ustadz Zaenuri:  

Pembentukan komite sekolah dilakukan dengan asas 

pemeratan. Alasan mengapa asas pemerataan yang kita pilih 

dikarenakan tenaga pendidik yang ada dimadrasah rata-rata juga 

sebagai wali santri, sehingga menurut kita dari pada mengambil 

dari anggota komite yang dari luar  kemudian perlu adaptasi 

lagi, maka cukup meratakan dari anggota potensi yg ada. 

Misalnya disini guru merangkap wali santri, ya kita pilih sebagai 

wali santrinya saja, guru bisa dipilih yang lain. Kalau ada guru 

merangkap menjadi tokoh, maka tokoh yang kita pilih. Alasan 

tersebut yang merika pilih bertujuan agar mudah di 

kumpulkan.
20

 

 

Hal tersebut dikuatkan pada saat peneliti diskusi dengan 

sekretaris komite: 

Di sekolah sini berdiri dibawah naungan lembaga 

Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar, mengingat hal tersebut, 
pembentukan komite sekolah disini ya anggotanya gabungan 

dari Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah 

Diniyah. Jadi, banyak anggota komite sekolah dari orang 

dalam.
21

 

 

Dari paparan data diatas, dapat dikatakan bahwa peran komite 

sekolah sebagai badan pertimbangan sering disampaikan komite 

sekolah disela-sela musyawarah dengan kepala sekolah, guru dan wali 

santri. Pertimbangan tersebut ada yang menggunakan kata-kata dan 

ada pula yang tertulis dari program kerja yang telah dibukukan pada 

pedoman kerja tahunan. 

 

 

                                                           

 
20

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
21

 Janu Adin Nafi’an,  Wawancara dengan sekretaris komite sekolah pada 22 Maret 2016   
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b. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

Arah komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting 

Agency) yaitu baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Bentuk dukungan yang 

diberikan komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar; Pertama, 

dukungan mencarikan dana/pendanaan. Mengingat MTs Ma’arif NU 

Kota Blitar merupakan madrasah dibawah naungan lembaga Ma’arif 

NU Kota Blitar yang di dalamnya terdiri dari Pesantren Nurul Ulum 

Blitar, MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, 

dan Madin Wustha Nurul Ulum Kota Blitar dalam lingkup satu lokasi. 

Melihat lembaga tersebut yang begitu besar, secara otomatis 

kebutuhan dana untuk menyongkongnya juga banyak sekali. 

Termasuk dalam mencarikan dana pengadaan pengembangan gedung 

dilingkup madrasah.  

Sebagaimana yang disampaikan Muslim: 

Selain komite sekolah sebagai badan pertimbangan, 

komite juga berperan sebagai pendukung dalam pengadaan 

sarana prasarana di madrasah sini. Pendukung dalam artian 

mencarikan dana untuk rancangan penambahan kelas di 

madrasah….22
 

 

 Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan pengurus komite 

sekolah: 

                                                           

 
22

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 14 April 2016 
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 Untuk pembangunan ruang kelas yang berada di sebalah 

utaranya kantor sini saya sebagai komite untuk 

menyumbangkan dana masih belum bisa ya,, karena 

kebutuhannya sangat besar. Nah, cara yang kami lakukan 

untuk mendukung pengembangan ruang kelas tersebut dengan 

membuat proposal permohonan dana pengembangan gedung di 

lingkup madrasah sini.
23

 

 

 Hal ini juga sesuai dengan hasil Observasi dan wawancara 

peneliti pada hari kamis 12 Mei 2016: 

 Pada saat itu peneliti berniat untuk menemui Ustadz 

Zaenuri. Ternyata sekolah sedang kedatangan tamu dari anggota 

DPR. Setelah tamu tersebut pulang, saya berniat langsung 

menanyakan ada keperluan apa anggota DPR berkunjung di 

sekolah. Saya langsung masuk ke kantor dan menanyakan hal 

tersebut dengan salah satu guru sekolah yang mengetahui hal 

tersebut.
24

 Hasil diskusi peneliti dengan Ustadz Wahid yaitu 

anggota DPRD tersebut memiliki program kerja dalam 

pengembangan madrasah. Jadi, dari program kerja tersebut, 

pihak sekolah menyodorkan proposal untuk kebutuhan dana 

yang harus di keluarkan dari pihak sekolah. Jika memang  

program ini dalam satu tahun atau dua tahun belum terlaksana, 

nanti program tersebut bisa dilanjutkan oleh anggota DPR dalam 

periode selanjutnya.
25

  

 

Bentuk proposal tersebut, juga peneliti foto sebagai bahan 

dokumentasi:  

 

                                                           

 
23

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana pada 22 Maret 2016   

 
24

 M. Wahid Mustofa, Wawancara dengan guru pada 12 Mei 2016   

 
25

 Observasi peneliti pada hari Kamis 12 Mei 2016  di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
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Gambar 4.6 Proposal Pengembangan Sarana Gedung                                           

Pondok Pesantrean Nurul Ulum Blitar
26

 

Kedua, Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite sekolah 

juga berperan dalam  pengelolaan  sarana  dan    prasarana,  yang  

meliputi memantau  kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  

sekolah, memobilisasi  bantuan  sarana  dan  prasarana,  

mengkoordinasikan dukungan  sarana  dan  prasarana  di  sekolah. 

Dukungan  ini  terlihat  dalam  memantau  kondisi  sarana  dan 

prasarana yang ada di sekolah.  

Sebagai informasi tersebut peneliti peroleh dari hasil wawancara 

dengan pengasuh asrama putri, Ustadz Arif Rochman Hakim: 

Tahap dalam koordinasi komite sekolah adalah dimulai 

dari melihat kebutuhan asrama yang merupakan usulan dari 

guru, kemudian disampaikan kepada bidang sarana prasarana 

yang akan disampaikan ke komite sekolah. Selanjutnya akan di 

tindaklanjuti dalam pendanaan, apa saja kebutuhan sarana 

prasarana yang harus ada demi kenyamanan santri. Baru-baru ini 

                                                           

 
26

 Dokumen Proposal Pengembangan Sarana Gedung Pondok Pesantren Nurul Ulum Blitar 



134 

sekitar dua minggu ini di bangun tangga lokasinya pada jemuran 

baju di lantai paling atas, tepatnya di kamar syuhada’, dan ada 
lagi seperti lif untuk mengangkut galon untuk membawa ke 

lantai dua, agar santri tidak terlalu sulit untuk membawa galon 

ke lantai atas. Kalau loker ada kamar bawah yang baru, tapi 

loker tersebut sudah ada satu tahun yang lalu untuk di rehap.
27

  

Untuk lebih mengetahui tersebut peneliti langsung observasi ke 

asrama putri pada tanggal 12 Mei 2016: 

Pada saat peneliti masuk asrama putri, peneliti langsung 

bertanya kepada santri untuk menunjukkan tangga jemuran yang 

ada di samping kamar syuhada’. Pada saat itu pula peneliti juga 
melihat di tengah-tengah jerambah ada dua tiang hitam, akan 

tetapi peneliti tidak mengetahui apa yang ada di tengah-tengah 

jerambah tersebut. Kemudian peneliti juga menanyakan ke 

santri apa fungsi alat tersebut, santri memberi tahu peneliti 

bahwa alat tersebut masih baru yang gunanya untuk mengangkut 

galon yang berisi air ke lantai dua.
28

 

 

Hal tersebut peneliti foto sebagai dokumentasi penelitian: 

 

                   Gambar 4.7 Dukungan pengelolaan sarana dan prasarana
29

 

                                                           

 
27

 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Pengasuh Asrama Putri pada 12 Mei 2016  

 
28

 Observasi pada hari Kamis 12 Mei 2016 di Asrama Putri MA-MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

 
29

 Dokumentasi dukungan pengelolaan sarana prasarana di Asrama Putri MA-MTs Ma’arif NU 
Kota Blitar 
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Ketiga, bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah 

pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau guru 

dan non pendidik atau staf karyawan. Dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. Kualitas  pendidikan sangat  

diperhatikan  oleh  komite,  agar  saat  mengajar  juga semakin 

terampil dan memliki wawasan dan ilmu yang semakin banyak 

sehingga diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara 

optimal. Dukungan tersebut melihat peluang-peluang guru untuk 

mampu melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi, misal komite 

sekolah mengajukan guru yang terlihat mampu untuk mendapatkan 

beasiswa S2 dari program Kemenag. Hal lain guru-guru diusahakan 

mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, MGMP, diklat 

dan pelatiha-pelatihan lainnya. 

Sebagaiman disampaikan oleh ustadz Zaenuri dalam wawancara 

dengan peneliti: 

Usaha yang kami lakukan adalah mencarikan beasiswa. 

Kalau kita menyediakan beasiswa masih belum bisa karena 

kendala biaya. Alhamdulillah ada 20 orang yang sudah 

mendapatkan beasiwa tersebut. Usaha lain adalah mengusulkan 

guru-guru untuk mengikuti kegiatan ilmiah, seperti seminar dan 

workshop. Disitu sekolah memberikan rekomendasi dan 

dananya itu juga dari madrasah.
30

 

 

Informasi ini juga sesuai dengan paparan Ani Mar’atus 

Solikhah: 

                                                           

 
30

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   
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Untuk meningkatkan pelayanan siswa, kita mengadakan 

kualitas atau mutu guru yang ada di madrasah. Agar siswa itu 

percaya pada guru sini, tidak mengambil guru lain untuk 

mengadakan les-les tambahan.
31

  

 

Observasi dan hasil diskusi peneliti dengan salah satu guru yang 

baru mengikuti diklat dari program Kemenag: 

Pada saat peneliti mengikuti penelusuran di Facebook 

milik salah satu guru MTs Ma’arif NU Kota Blitar, dengan tidak 
sengaja peneliti membaca status guru tersebut sedang mengikuti 

diklat di Surabaya. Untuk lebih mengetahui kegiatan diklat 

tersebut, peneliti berkomunikasi dengan Ustadzah Tita lewat 

WhatsApp. Hasil komunikasi tersebut bahwa diklat adalah salah 

satu program dari kemenag. Pelaksanaannya mulai tanggal 25 

April – 04 Mei 2016 di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. 

Program tersebut dilatar belakangi karena guru-guru madrasah 

yang minim sekali dalam menulis. Dalam diklat tersebut di 

ajarkan menulis makalah atau penelitian pendidikan yang 

membantu pengembangan guru. Inti dari diklat tersebut adalah 

untuk meningkatkan kompetensi guru MTs dalam publikasi 

ilmiah.
32

  

 

Pada kegiatan tersebut juga peneliti cantumkan foto sebagai 

bahan dokumentasi:  

                                                           

 
31

 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

pada 12 Mei 2016 

 
32

 Observasi peneliti pada saat diskusi dengan Wahyu Dewi Iftitah pada hari Kamis 12 Mei 2016   
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        Gambar 4.7 Diklat pembinaan peserta pendidik dan pelatihan oleh Mentri 

Agama RI “H. Lukman Hakim Saifuddin” di Balai Diklat Keagamaan Surabaya33
 

 

Keempat, dukungan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, 

komite sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, sehingga 

hubungan sekolah dengan wali santri atau masyarakat lingkungannya 

tetap berjalan lancar. Di MTs Ma’arif NU Kota Blitar prosedur 

pengelolaan dana infaq dibuat pada saat mengadakan rapat workshop 

yang dihadiri dari seluruh keluarga besar Perguruan Ma’arif NU Kota 

Blitar. Dalam hasil workshop tersebut dana infaq melibatkan sumber 

dananya dari Guru dan Karyawan, Wali Santri dan santri. Di dalam 

hasil workshop tersebut juga terdapat ketentuan besaran infaq, 

penerima dana infaq, serta prosedur penerima infaq. 

Sebagaimana disampaikan oleh ketua komite sekolah MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar: 

Untuk anternatif pendanaan disini memang ada dari wali 

santri yang kita jaring untuk jariyah yang tidak mengikat, itu ada 

dana infaq. Dalam dana infaq itu kita usahakan bagi orang yang 

benar-benar mampu untuk menyumbang. Jadi kita memberi 

kelonggaran kepada wali santri.
34

 

 

Lebih lanjut Waka Humas dalam hasil wawancara dengan 

peneliti: 

Saya sebagai Waka Humas memang salah satunya 

bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan dana infaq 

wali murid. Infaq tersebut dilaksanakan pada saat daftar ulang 

santri baru. Wali santri bebas menyumbang dana infaq dengan 

semampunya.
35

 

                                                           

 
33

 Dokumentasi diklat pembinaan peserta pendidik dan pelatihan oleh Mentri Agama RI “H. 
Lukman Hakim Saifuddin” di balai diklat keagamaan Surabaya. 
 
34

 M. Syaiful Huda, Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah pada 22 Maret 2016   

 
35

 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas Putri pada 12 Mei 2016  
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Pengelolaan dana infaq tersebut sesuai dengan dokumen hasil 

workshop yang di bukukan dalam pedoman kerja perguruan 2015-

2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

Gambar 4.8 Dokumen buku program kerja perguruan:  

Unit kerja Pesantren Nurul Ulum Blitar,  

MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, 

                   dan MadinWustha Nurul Ulum Kota Blitar.
36

 

Dari paparan data diatas dapat dikatakan bahwa peran komite 

sekolah sebagai badan pendukung yaitu dengan mendukung masalah 

dana/ pendanaan dalam sarana prasarana di madrsah, mendukung 

pendanaan ini dalam artian mencarikan dana dalam bentuk pengajuan 

proposal ke instansi pemerintah. Komite sekolah juga mendukung 

dalam pengelolaan sarana prasarana yang dimulai dari koordinasi 

                                                           

 
36

 Dokumen buku program kerja perguruan tahun 2015-2016: Unit kerja Pesantren Nurul Ulum 

Blitar, MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, dan Madin Wustha Nurul 

Ulum Kota Blitar. 
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antara pihak sekolah ke komite, dari koordinasi tersebut akan ditindak 

lanjuti apa saja sarana prasarana yang harus dipenuhi. Selain itu 

komite sekolah juga mendukung dalam peningkatan kualitas 

kompetensi guru, dengan cara mendorong kepada semua guru untuk 

mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah. Hal lain, dukungan dalam 

pengelolaan anggaran pendidikan, komite sekolah tetap diikut 

sertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan wali 

santri atau masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. 

c. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

Komite sekolah sebagai badan pengontrol mempunyai tiga 

peran, pertama, sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di 

sekolah. Dengan mengontrol  proses  pengambilan  keputusan,  

mengontrol  kualitas kebijakan/kualitas  program  dan  proses  

perencanaan  pendidikan  di sekolah.  

Menurut Ustadzah Ani selaku Waka Kurikulum mengatakan 

bahwa komite sekolah menjalankan perannya sebagai pengontrol, 

sebagaimana hasil wawancara dengan peneliti: 

Komite sekolah juga melaksanakan perannya sebagai 

pengontrol, seperti perencanaan sekolah harus diketahui komite 

setiap saat, memantau proses belajar mengajar siswa, selain itu 
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juga memantau prestasi siswa dan kegiatan pelajaran siswa kelas 

IX untuk menghadapi UN.
37

 

Lebih lanjut kepala sekolah mengatakan: 

 

Dari sisi material bersumber dari komite sekolah, untuk 

control mutu pendidikan tidak lepas dari keterlibatan komite 

untuk mewujudkan visi dan misi sekolah.
38

 

 

Pihak komite untuk meningkatkan mutu sekolah atau lembaga 

juga melakukan control penjaminan mutu, sebagaimana yang 

disampaikan pihak komite sekolah: 

Biasanya kita memakai control penjaminan mutu. Jadi dari 

rapat 4 macam itu (workshop, rapat hari sabtu rapat pimpinan 

madrasah, kemudian hari kamis rapat pimpinan direktorat dan 

rapat satmikal hari senin) dengan nama rapat, rapat penjaminan 

mutu. Jadi rapat itu dalam upaya untuk mewujudkan penjaminan 

mutu madrasah. Kalau diniyah malam jum’at. Naah,,, dari situ 

kita menginfalisir berbagai kekurangan, karena sarpras 

macamnya ada 200 item.
39

 

 

Selain dalam memantau perihal proses belajar mengajar, komite 

sekolah juga memantau kegiatan ekstrakurikuler termasuk dalam 

pengembangan minat bakat siswa. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Waka Humas: 

Dari banyaknya macam ekstrakurikuler, komite sekolah 

juga mengontrol pelaksanaan kegiatan ekstrakuler tersebut. 

Disinikan banyak sekali ektrakurikuler dari 19 macam tersebut, 

waktu pasti ada pantauan agar semua ekstrakurikuler tersebut 

terlaksana.
40

 

 

 

 

                                                           

 
37

 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
pada 12 Mei 2016 

 
38

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 22 Maret 2016 

 
39

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   

 
40

 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas pada 12 Mei 2016 
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Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti: 

 

Pada hari Jum’at pukul 14:30 WIB, peneliti mengunjungi 
MTs Ma’arif NU Kota Blitar untuk mengabil data prestasi siswa 
di ruang tata usaha. Setelah peneliti mendapatkan data prestasi 

tersebut, peneliti bergegas pulang karena waktu sudah sore. 

Pada saat peneliti menuju parker yang lokasinya disamping pos 

satpam, peneliti melihat Ustadz Zaenuri sedang memainkan 

drum dalam ekstrakurikuler sholawat kontemporer dengan 

pembinanya ustadz Muin.
41

 

Kedua, peran kedua adalah peran serta komite dalam rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk dalam 

mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah agar lebih 

dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana yang berasal dari 

masyarakat maupun pemerintah harus benar-benar efektif dan 

termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan Rencana Kegiatan dan 

Anggaran Madrasah (RKAM). 

Dalam transparansi keuangan, komite juga berperan untuk 

mengontrol anggaran masuk dan pengeluaran. Sebagaiamana hasil 

wawancara peneliti dengan Waka Kurikulum: 

Untuk pengadaan transparansi anggaran subsidi/bantuan 

dana pelaksaan ujian nasional nanti akan diketahui oleh kepala 

sekolah, selanjutnya nanti laporan pendanaan juga akan 

dicontrol oleh komite sekolah.
42

 

 

Hal tersebut dikuatkan oleh hasil observasi pada hari Kamis 12 

Mei 2016: 

Pada saat peneliti selesai wawancara dengan Waka 

Kurikulum, terdapat salah satu guru sedang mengecek keuangan 

                                                           

 
41

 Observasi di MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada hari Jum’at, 08 April pukul 14:40 WIB 

 
42

 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum pada 12 Mei 2016 
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pada anggaran subsidi/bantuan dana pelaksanaan ujian nasional. 

Dana tersebut akan di laporkan ke Dinas untuk laporan 

pertanggung jawaban.
43

 

 

Lebih lanjut lagi, ketika peneliti menyudahi wawancara dengan 

Waka kurikulum, peneliti menelusuri tentang laporan pengelolaan 

keuangan pada RKAM. Dari situ peneliti menemukan tempat tanda 

tangan dari ketua yayasan, ketua komite, kepala madrasah dan 

bendahara. Hal tersebut menunjukkan komite sekolah melaksanakan 

perannya sebagai pengontrol pengelolaan anggaran madrasah. 

Kegiatan tersebut juga peneliti foto sebagai bahan dokumentasi: 

  
Gambar 4.9 Dokumentasi RKAM MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar44
 

Gambar 4.10 Transparansi anggaran 

subsidi/bantuan dana pelaksanaan 

UN 2016 di MTs Ma’arif NU  
Kota Blitar

45
 

Ketiga, peran yang ketiga adalah memantau output, yaitu 

sebagai badan pengontrol dan memantau hasil ujian akhir, memantau 

angka partisipasi sekolah, memantau angka mengulang sekolah dan 

                                                           

 
43

 Observasi pada hari Kamis 12 Mei 2016 di MTs Ma’arif NU Kota Blitar  
 
44

 Dokemen Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
tahun 2015/2016 

 
45

 Dokumentasi Transparansi Anggaran Subsidi/Bantuan Dana Pelaksanaan UN 2016 di MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar 
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memantau angka bertahan sekolah. Dalam hal perencanaan, 

mengontrol proses pengambilan keputusan disekolah, mengontrol 

kebijakan disekolah, mengontrol proses perencanaan pendidikan  dan  

pengawasan terhadap kualitas program sekolah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh komite sekolah: 

Untuk memantau yang jelas, satu dari hasil UN, kedua 

penerimaan beasiswa. Dari situ kita memiliki tim khusus untuk 

mengantisipasin terkait dengan output. Ketiga, kita mempunyai 

daftar alumni, kalau ada yang sowan ke rumah guru, kita wajib 

menanyakan, misal sekarang melanjutkan dimana?,, seperti 

itu.
46

  

 

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan kepala 

sekolah: 

Di mamadrasah sini, kita punya daftar alumni dan sekitar 

Ramadhan atau syawal kita juga ada agenda alumni akbar IKA 

P2 NU. Dari situ kita bisa memantau output santri yang ada 

disini.
47

 

 

Dari paparan data diatas dapat dikatakan bahwa peran komite 

sekolah sebagai badan control sudah berjalan baik dan akan selalu di 

upayakan untuk meningkatkan mutu madrasah. Kontrol mutu 

dilaksanakan oleh komite guna mensukseskan visi misi lembaga, serta 

pada control perencanaan pendidikan disekolah, trasparansi anggaran 

madrasah dan control pada output siswa. Dalam menjalankan control 

tersebut, komite sekolah dibantu oleh kepala sekolah dan pihak guru. 

                                                           

 
46

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   

 
47

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 22 Maret 2016 
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d. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

Komite sekolah sebagai badan penghubung mempunyai tiga 

peran, yang pertama dalam hal perencanaan. Peran pertama ini 

mempunyai tugas menjadi penghubung antara komite sekolah dengan 

Dewan Pendidikan. Kemudian mengidentifikasi aspirasi masyarakat 

untuk perencanaan pendidikan dengan membuat usulan kebijakan 

program pendidikan kepada sekolah.  

Pertama, dalam hal penghubung mengenai perencanaan 

sekolah, komite sekolah telah melaksanakan perannya. Maksudnya 

setiap keputusan yang ada dalam rapat mendapat kesepakatan dengan 

masyarakat, bahkan ada yang berasal dari aspirasi atau keinginan dari 

masyarakat. Dalam perencanaan proses penyelenggaraan kegiatan 

sekolah misal dalam try out, ujian semester dan UN juga akan di 

informasikan kepada Komite sekolah.  

Sebagaiamana penjelasan dari hasil wawancara komite dengan 

Waka kurikulum: 

Dari hasil rapat dalam perencanaan pengadaan try out 

kemaren, yang rapatnya dihadiri oleh seluruh guru MTs disini 

akan dilaporkan ke komite sekolah. Nah, laporan tersebut 

selanjutkan bagian Humas yang bekerja untuk memberikan 

informasi hasil rapatnya tersebut.
48

 

 

                                                           

 
48

 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum pada 12 Mei 2016 
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Lebih lanjut hasil wawancara dengan peneliti dengan Waka 

Humas: 

Ya.. setiap akan melaksanakan ujian semester, try out dan 

UN pasti mengadakan rapat dulu untuk mengetahui persiapan-

persiapan pelaksanaannya. Kalau komite sekolah otomatis 

mengetahui, karena komite sekolah juga sebagai guru dari 

madrasah sini.
49

 

 

Hasil informasi tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan 

peneliti pada hari Jum’at 08 April 2016 pukul 14.45 WIB: 

Pada saat peneliti masuk ke ruang tata usaha, peneliti 

secara tidak sengaja bertemu dengan ustadzah Ani, peneliti 

berniat untuk bertanya meminta kelonggaran waktu untuk 

peneliti wawancarai. Akan tetapi ustadzah Ani sedang sibuk dan 

peneliti lihat Ustadzah tersebut membawa beberapa kertas.
50

 

Lebih lanjut untuk mengetahui tersebut peneliti menanyakan ke 

Waka Humas. Waka Humas tersebut memberikan informasi 

kepada peneliti bahwa para guru sekarang sedang sibuk 

mempersiapkan ujian try out.
51

 

 

Hal tersebut terdapat notulen rapat dalam informasi pelaksanaan 

UAMNU dan try out UAMBN sebagaiman peneliti cantumkan 

sebagai bahan dokumentasi: 
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 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas pada 12 Mei 2016 
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 Observasi di MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada hari Jum’at, 08 April 2016 pukul 14:45 WIB 

 
51

 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas pada 08 April 2016 
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Gambar 4.11 Notulen Rapat MTs Ma’arif NU  
Kota Blitar

52
 

 

Sampai saat ini komite sekolah menjalin hubungan baik dengan 

masyarakat khususnya wali santri, dimana setiap ada hal-hal penting 

yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite sekolah tetap mengundang 

wali santri untuk mengadakan pertemuan. Seperti halnya pada 

kegiatan akan memasuki ujian nasional, pihak komite dan sekolah, 

mengundang orang tua wali santri untuk mengadakan istighosah 

bersama, selain itu pada acara jantiko mantab semua wali santri dan 
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 Dokumentasi Notulen Rapat MTs Ma’arif NU Kota Blitar tahun 2016 



147 

seluruh warga untuk bersedia hadir di acara tersebut. Dari situ terlihat 

ada keterlibatan dan hubungan baik antara komite sekolah dengan 

wali santri dan masyarakat sekitar. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh komite sekolah: 

 Untuk wali santri kelas satu dan dua, kita adakan 

pertemuan 2 bulan sekali, sedangkan untuk kelas 3 kita pekai 

yang satu bulan sekali. Hal tersebut dikarenakan bertepatan 

dengan acara rutin istighosah. Maka saya sebagai komite dengan 

acara tersebut sekaligus bisa bertemu, dari pada kita bulak-balik 

bulak balik, maka jadi bisa efektif dan efisien.
53

 

  

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Waka 

Humas: 

 Sekitar dua hari sebelum UN, ada acara istighosah terakhir 

dengan mengundang wali santri kelas IX dan juga di hadiri oleh 

komite sekolah serta pihak Direktot. Acara tersebut bertujuan 

untuk silaturrahmi sekaligus membahas keluhan dan masukan 

dari wali santri.
54

  

 

 Lebih lanjut Kepala Sekolah mengatakan dari hasil wawancara 

dengan peneliti: 

 Untuk menjalin komunikasi dengan wali santri kita bisa 

bertemu pada saat agenda rutin istighosah kelas 1, 2 dan 3. 

Selain itu kita bisa libatkan langsung kepada masyarakat dengan 

orang tua juga pada, seperti kemaren kegiatan sholawat dan 

jantiko mantab, maka kita undang. Ada juga kita adakan 

sosialisasi kepada lembaga-lembaga di sekitar sekolah baik 

secara formal dan non formal.
55

 

 

Kegiatan tersebut juga peneliti foto sebagai bahan dokumentasi:  

 

                                                           

 
53

 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   
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 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas pada 12 Mei 2016 

 
55

 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 22 Maret 2016 



148 

 

Gambar 4.12 Dokumentasi acara 

istighosah wali santri
56

 

 

Gambar 4.13 Dokumentasi acara 

Jantiko Mantab dan Dzikrul Ghofilin
57

 

 

Sedangkan sebagai peran kedua adalah pelaksanaan program. 

Dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada 

masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan masyarakat (Orang 

tua siswa) kepada sekolah. Komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota 

Blitar berperan dalam menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini 

dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan 

dan program pendidikan. Keluhan tersebut disampaikan pada saat 

pertemuan wali santri yang di dalamnya ada dialog interaktif terhadap 

komite dan direktorat.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Waka Humas: 

Oh ada, ya tadi pada acara istighosah ada dialog interaktif 

yang leluasa memberikan keluhan, masukan untuk kenyaman 

santri, misal tentang kenyamana di pondok sini.
58
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 Dokumentasi acara istighosah  wali santri MTs Ma’arif NU Kota Blitar tahun 2016 
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 Dokumentasi acara Jantiko Mantab dan Dzikrul Ghofilin di MTs Ma’arif NU Kota Blitar tahun 

2016 
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 Arif Rochman Hakim, Wawancara dengan Waka Humas pada 12 Mei 2016 
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Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan  

ustadz Zaenuri: 

Kesempatan kita bertemu pada wali santri itu ya acara 

istighosah, di dalamnya nanti ada dialog interaktif antara wali 

santri dan komite sekolah. Dari situ kita menjaring aspirasi dari 

wali santri, bisa ada keluhan atau masukan.
59

 

Hal tersebut diperkuat dengan dokumentasi di MTs Ma’arif NU 

Kota Blitar: 

 

Gambar 4.14 Dokumentasi dialog interaktif antara komite sekolah 

dan wali santri
60

 

 

Untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak sekolah, 

komite dapat menjalin tersebut melalui agenda rapat besar yang 

dilaksanakan pada akhir tahun ajaran yang disebut dengan workshop 

strategic planning. Dalam rapat tersebut semua keluarga besar 
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 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   
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 Dokumentasi dialog interaktif antara komite sekolah dan wali santri di MTs Ma’arif NU Kota 
Blitar tahun 2015 
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Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar serta komite sekolah hadir dalam 

agenda workshop tersebut. Selain workshop, komite sekolah juga 

mengikuti rapat dengan semua dewan guru MTs Ma’arif NU Kota 

Blitar  pada rapat dengan dewan pimpinan direktorat. Agenda rapat 

tersebut bertujuan untuk penghubung antara komite dengan dewan 

guru Madrasah dalam upaya mewujudakan penjaminan mutu 

madrasah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh pengurus komite sekolah: 

Jadi dari rapat 4 macam itu (workshop, rapat hari sabtu 

rapat pimpinan madrasah, kemudian hari kamis rapat pimpinan 

direktorat dan rapat satminkal hari senin) dengan nama rapat, 

rapat penjaminan mutu. Jadi rapat itu dalam upaya untuk 

mewujudkan penjaminan mutu madrasah. Kita aktif di work 

shop, kemudian kita rapat di hari sabtu, pertemuan 2 bulan dan 

dua bulanan, jangan lupa dua bulan itu dengan wali santri. Nach 

itu sebagai mediatornya. Nanti hasilnya ya disitu, silakan di 

rumuskan sendiri. Kita lakukan dialog interaktif. Nanti di 

simpulkan ya disitu.
61

 

 

Informasi ini juga sesuai dengan paparan dari Ani Mar’atus 

Sholihah: 

Ya kita pasti ada rapat untuk untuk mengevaluasi hasil 

kerja atau yang terkait pada proses KBM atau masalah-masalah 

yang terkait lainnya. Yang pasti ada rapat besar yaitu workshop 

yang juga di hadiri oleh komite sekolah dan semua variable 

yang ada dilembaga sini untuk mendiskusikan dan merapatkan 

berbagai rencana program perguruan.
62

  

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan dokumen MTs Ma’arif NU 

Kota Blitar: 
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 Zaenuri, Wawancara dengan Wakil  Direktur Sarana Prasarana dan Humas pada 22 Maret 

2016   
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 Ani Mar’atus Sholihah, Wawancara dengan Waka Kurikulum pada 12 Mei 2016 
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Gambar 4.15 Workshop Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar63
 

 Ketiga, selain mediator dengan dewan guru dan wali murid, 

komite sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain. 

Instansi disini yang dimaksud adalah alumni, pengurus cabang NU 

Blitar dan kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD. Salah satu 

Pembina dalam struktur organisasi Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar 

adalah sekaligus pengurus Rois NU di Blitar, jadi apabila ada kegiatan 

atau masalah yang terkait dimadrasah dengan mudah 

menginformasikan tersebut langsung ke pengurus NU. Dalam 

hubungan terhadap  kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD 

membantu dalam rangka pengembangan sekolah.  

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah:  

Ya… ada alumni yang membantu terkait tenaga dalam 

acara sekolah seperti kemaren ada acara jantiko mantab. Pihak 

kami dengan senang hati ada alumni yang telah membantu 

mensukseskan acara tersebut.
64
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 Dokumentasi kegiatan workshop MTs Ma’arif NU Kota Blitar tahun 2015 
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 M. Syaiful Huda, Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah pada 22 Maret 2016   
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Hal tersebut juga diperkuat oleh pemaparan dari kepala sekolah: 

Bantuan dari  bentuk non material dari alumni ada dalam 

acara kemaren yaitu sholawat dan jantiko mantab, nanti 

sekaligus berpartisipasi dalam acara tersebut.
65

  

 

Lebih lanjut terkait dalam mediasi terhadap kalangan NU yang 

menjabat menjadi DPRD adalah sebagaimana yang di paparkan oleh 

Ustadz Wahid dan pengamatan dari peneliti: 

Pada saat itu peneliti berniat untuk menemui Ustadz 

Zaenuri. Ternyata sekolah sedang kedatangan tamu dari anggota 

DPR. Setelah tamu tersebut pulang, saya berniat langsung 

menanyakan ada keperluan apa anggota DPR berkunjung di 

sekolah. Saya langsung masuk ke kantor dan menanyakan hal 

tersebut dengan salah satu guru sekolah yang mengetahui hal 

tersebut.
66

 Hasil diskusi peneliti dengan Ustadz Wahid yaitu 

anggota DPRD tersebut memiliki program kerja dalam 

pengembangan madrasah. Jadi, dari program kerja tersebut, 

pihak sekolah menyodorkan proposal untuk kebutuhan dana 

yang harus di keluarkan dari pihak sekolah. Jika memang  

program ini dalam satu tahun atau dua tahun belum terlaksana, 

nanti program tersebut bisa dilanjutkan oleh anggota DPR dalam 

periode selanjutnya.
67

  

 

Sedangkan terkait instansi dengan pembina Perguruan Ma’arif 

NU Kota Blitar yaitu KH. Imam Suhrowardi sekaligus Rois NU dalam 

acara rapat dengan dewan guru, peneliti cantumkan foto sebagai 

dokumentasi: 
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 Muslim, Wawancara dengan kepala MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada 22 Maret 2016 

 
66

 M. Wahid Mustofa, Wawancara dengan guru pada 12 Mei 2016   
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 Observasi peneliti pada hari Kamis 12 Mei 2016  di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
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Gambar 4.16 Kegiatan rapat guru dengan Pembina Lembaga 

Perguruan Ma’arif NU Blitar68
  

 

Dalam mediasi tersebut, guru dan komite sekolah memiliki 

kelebihan karena mengingat MTs Ma’arif NU Kota Blitar adalah 

berada di bawah naungan LP Ma’arif NU Blitar yang memiliki 

pengurus yang menjabat di pemerintahan seperti Rois NU dan 

kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD.  

Jadi dapat dipahami bahwa peran komite sekolah MTs Ma’arif 

NU Kota Blitar dalam bidang mediator memiliki hubungan yang baik 

antara komite dengan wali santri, komite sekolah dengan sekolah, dan 

komite sekolah dengan instansi lain. 
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 Dokumentasi kegiatan rapat guru dengan Pembina Perguruan Ma’arif NU Blitar tahun 2016 
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2. Paparan Data Kasus II (SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

Tulungagung) 

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

Keberadaan komite sekolah berfungsi sebagai pemberi 

pertimbangan terkait dengan penentuan dan pelaksanaan kebijakan 

pendidikan di satuan pendidikan. Berkaitan dengan peran komite 

sekolah sebagai pemberi pertimbangan, komite sekolah bekerjasama 

dengan pihak sekolah dan yayasan. SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut merupakan anak cabang dari yayasan Sunan Giri dibawah 

naungan PPHM Ngunut. Dalam tipikal sekolah yang berada di bawah 

naungan yayasan, peran yayasan lebih dominan dibandingkan peran 

komite sekolah. Namun demikian, komite tetap berfungsi sebagai 

pelengkap dan pendamping dalam pelaksanaan program-program 

sekolah.  

Untuk melancarkan dalam pelaksanaan program-program 

sekolah, komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi 

pertimbangan dapat berupa bentuk memberikan masukan terhadap, 

Pertama: memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan 

penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. Dalam 

pertimbangan tersebut sangat berhubungan erat dengan anggaran yang 

dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Alokasi anggaran tersebut untuk 
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pengadaan sarana prasarana. Berkaitan sarana prasarana, komite 

sekolah tidak langsung memberikan masukan untuk menambahkan 

sarana atau prasarana di sekolah, akan tetapi karena SMP Islam Sunan 

Gung Jati berada dibawah naungan yayasan dan pondok pesantren, 

maka akan berkoordinasi terhadap pihak yayasan, pondok pesantren, 

sekolah dan wali santri untuk mengkoordinasikan kebutuhan sarana 

prasarana yang ada disekolah. Mengingat kebutuhan sarana prasarana 

yang cukup besar dalam pengeluaran anggaran kebutuhan tersebut 

maka terdapat subsidi silang antara anggaran masukan dari sekolah, 

yayasan dan wali santri. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada awal 

tahun ajaran baru antara komite sekolah, wali santri dan pihak sekolah 

untuk membahas anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk sarana 

prasarana dalam bentuk uang jariyah. Berdasarkan koordinasi 

tersebut, komite sekolah dapat menentukan sarana/prasarana mana 

yang perlu diperbaiki atau diganti dengan yang baru. 

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan KH. M. 

Fathurro’uf: 

Dengan kondisi ruang kelas yang kurang, disini ada siswa 

yang belajar mengajarnya diserambi masjid, dari situ dari ruang 

kelas yang lama 4 kelas itu kami rehap menjadi 3 lantai, ya.. 

paling tidak nanti ada 7 kelas.
69

 

 

 Hal ini didukung dengan informasi dari Ahmad Da’im: 

 Ya.. untuk pertimbangan ini awalnya akan dibangun 

ruangan untuk laboratorium, karena melihat input siswa yang 
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 M. Fathurro’uf, Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung pada 09 Mei 2016 
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banyak dan ada juga siswa yang belajar mengajarnya di masjid, 

maka rencananya akan dibangun ruang kelas bertingkat tiga 

sekaligus menyeimbangkan bangunan sampingnya.
70

 

 

Sedangkan dalam pertimbangan tentang anggaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah untuk perehapan ruang kelas, disesuaikan 

dengan masukan anggaran dari sekolah, dan apabila ada kurangnya, 

akan subsidi silang dengan yayasan. Anggaran tersebut sesuai dengan 

sasaran yang dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana 

disekolah. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Untuk anggaran yang dapat dimanfaatkan sekolah 

khususnya dalam sarana prasarana, disini pada pertemuan awal 

tahun ajaran baru, kami mengadakan pertemuan dengan wali 

santri untuk membahas anggaran yang khususnya dapat 

dimanfaatkan dalam pengembangan sarana prasarana, nanti 

dalam pertemuan tersebut sekaligus ada penetapan anggaran 

yang bernama jariyah ya,, alhamdulillah anggaran tersebut tepat 

sasaran untuk pembangunan dan pelengkap sarana dan prasarana 

disekolah.
71

 

 

Hal tersebut didukung dari hasil wawancara peneliti dengan 

kepala sekolah: 

 Ya ada mbak, anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk 

pengembangan sarana prasarana yang ada disekolah sini. Dari 

hasil uang jariyah wali santri yang udah ditetapkan nantinya 

untuk pembangunan-pembangunan ruang kelas. Sedangakan 

untuk perencanaan anggarannya nanti akan dirumuskan bersama 

dan akan diketahui oleh komite dan kepala sekolah. Buktinya 

ada kok mbak.
72
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 M. Fathurro’uf, Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung pada 09 Mei 2016 

 
72

 Ahmad Da’im, Wawancara dengan kepala  SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

Tulungagung pada 21 Maret 2016 
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Dari informasi tersebut sesuai dengan hasil pengamatan peneliti 

pada hari rabu 23 Maret 2016 pukul 11:30 WIB: 

Disaat peneliti memasuki lokasi sekolah SMP Islam Sunan 

Gunung Jati, terlihat disamping ruang kantor kepala sekolah 

terdapat beberapa bapak tukang bangunan sedang melakukan 

pembangunan ruang kelas. Pada saat itu juga peneliti mengamati 

ruang kelas yang direhap dan rencananya akan dibangun sampai 

tiga lantai.
73

 

 

Pada kejadian perehapan ruang kelas tersebut juga peneliti foto 

sebagai bahan dokumentasi dan peneliti cantumkan rencana anggaran 

biaya rehap 4 ruang kelas: 

  

Gambar 4.17 Rencana Anggaran Biaya 

(RAB) Rehap 4 ruang kelas SMP Islam 

Sunan Gunung Jati Ngunut 

Tulungagung tahun 2015
74

 

Gambar 4.18 Pembangunan ruang 

kelas di SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung
75

 

 

 Kedua, berbicara perihal RAPBS/RKAS, pada agenda rapat 

tahunan, komite sekolah memberikan masukan serta mengesahkan 

RAPBS tahun ajaran 2015/2016. Masukan yang diberikan komite 
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 Observasi peneliti pada hari rabu 23 Maret 2016  di SMP I Sunan Gunung Jati Ngunut 
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 Dokumen rencana anggaran biaya (RAB) Rehap 4 ruang kelas SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung 
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 Dokumentasi pembangunan ruang kelas di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 
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sejauh ini hanya sebatas masukan secara umum dan tidak serta merta 

mengintimidasi kepala sekolah dalam merumuskan rencana pendapat 

dan pengeluaran sekolah. Sejauh ini komite sekolah lebih banyak 

langsung memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang 

diajukan kepala sekolah dalam RAPBS dan RAKS, meskipun 

terkadang komite juga memberikan masukan-masukan apabila ada 

yang belum sesuai dengan kondisi anggaran sekolah. RAPBS/RKAS 

yang diajukan oleh sekolah sejauh ini dinilai telah sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan sekolah. 

 Setiap anggaran dana yang diusulkan kepala sekolah dalam 

RAPBS dan RKAS selalu mendapat dukungan positif dari komite 

sekolah. Selain itu, komite sekolah memberikan kepercayaan penuh 

kepada kepala sekolah untuk merumuskan anggaran yang memang 

diperlukan oleh sekolah. Apabila ada kurangnya anggaran yang telah 

tersusun, anggaran tersebut mengambil dari uang yayasan. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Dalam anggaran itu tertuang pada RAPBS. Apabila ada 

suatu anggaran yang harus dinaikkan misal uang transportasi, 

honorium guru ataupun hal yang harus disesuaikan dengan 

keadaan sekarang, ya kita mempertimbangkan untuk menaikkan 

juga. Ataupun ada yang harus dikurangi ya dikurangi. Nantinya 

tetap menyesuaikan anggaran pada yang tertuang di RAPBS.
76

 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 …Karena komite sekolah bagian dari sekolah, maka apapun 
yang perlu dilaporkan ke komite ya kita laporkan. Komite 
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 M. Fathurro’uf, Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung pada 09 Mei 2016 
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sekolah memberikan wewenang bebas ke sekolah yang bisa 

bentuknya tentang anggaran di sekolah. Nantinya akan dipantau 

atau di setujui oleh pihak komite jika memang sesuai dengan 

apa yang telah disusun atau di musyawarahkan bersama.
77

 

 

 Lebih lanjut, informasi tersebut diperkuat oleh bendahara 

sekolah: 

 Penyusunan RKAS/RABPS itu melalui rapat yang dihadiri 

kepala sekolah dan wakil (waka kurikulum, waka kesiswaan, 

waka sarpras dan waka humas), bendahara, komite sekolah, 

perwakilan guru. Namun guru biasanya tidak diajak, hanya jika 

dibutuhkan. Untuk penyaluran biaya harus disesuaikan dengan 

RAPBS, pengeluaran diluar RAPBS harus dibiayai oleh yayasan 

tidak boleh memakai dana BOS. Contoh: Jika ada yang 

meninggal maka ta’ziyah diambilkan dari yayasan.
78

 

 Ketiga, pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. 

Berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang telah berjalan selama ini, 

komite sekolah melimpahkan kepada sekolah. Komite sekolah 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala sekolah untuk 

mengelola sekolah dan bebas menentukan sistem pengelolaan yang 

sesuai dengan sumber daya manusia. Hal tersebut bertujuan agar 

kepala sekolah memiliki kreativitas dan kemandirian penuh untuk 

mengelola sekolah dalam berbagai hal seperti sarana/prasarana, 

kurikulum, tenaga pendidik dan kegiatan KBM. Apabila ada masalah 

dan kekurangan yang dihadapi sekolah, komite sekolah sebagai badan 

pertimbangan dapat memberikan masukan dan solusi dari berbagai 

masalah pengelolaan sekolah tersebut yang diberikan pada saat rapat  
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 Imron Rosadi, wawancara dengan bendahara sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

Tulungagung pada pada pada 21 Maret 2016 
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dengan lembaga sekolah dan lembaga-lembaga lain. Segala yang akan 

dilaporkan dalam permasalah tersebut, sudah terkafer di acara rapat 

tersebut. 

   Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

Setiap tahun ketika rapat dengan lemabaga SMP dan 

dengan lembaga-lembaga lain. Disini kita diberi kesempatan 

untuk meninjau kurikulum, jadi kita evaluasi dari semua hal, 

dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarananya, kegitan 

KBM-nya dan sebagainya, ini sudah terkafer di acara rapat itu. 

Pada saat rapat secara bersamaan memberikan masukan dan 

solusi dari berbagai tinjauan tadi.
79

 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Ya.. semua pengelolaan disekolah sini dipasrahkan ke 

pihak sekolah, karena yang lebih tau adalah pihak sekolah 

sendiri. Nah, nantinya apabila ada apapun yang harus diketahui 

kepada komite sekolah, pihak sekolah wajib memberitahukan ke 

komite sekolah apapun masalah dan kekurang  yang harus 

ditinjau ulang dari berbagai hal. Mulai dari sarana prasarana, 

kegiatan KBM-nya, anggaran, pokok semua mbak,,, masukan 

dan solusinya diberikan bisa secara langsung ataupun bisa 

diberikan pada agenda rapat.
80

 

   

 Lebih lanjut, informasi tersebut diperkuat oleh Waka 

Kurikulum: 

 Lingkup sekolah sini karena pensantren dan siswa harus 

tinggal di pondok, maka kurikulum kita menyesuaikan keadaan 

atau kondisini siswa disini. Kurikulum yang digunakan disini 

adalah kombinasi antara kurikulum KTSP dan kurikulum 

nasional sekarang, maka guru harus aktif ditimbang siswanya. 

Ya,, karena siswa tidak bisa keluar maka hanya bisa 

mengandalkan guru. Melihat kondisi tersebut, komite sekolah 

memberikan masukan bahwa guru harus sekreatif mungkin 
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untuk memaksimalkan prose KBM-nya, karena nantinya akan 

berpengaruh juga untuk peningkatan hasil belajar siswa.
81

 

  

 Keempat, pertimbangan pada kurikulum muatan lokal sekolah. 

Sejak berdirinya SMP Islam Sunan Gunung Jati, pihak guru, komite 

sekolah dan yayasan telah memberikan pengenalan tentang 

Ahlussunnah Waljamaah. Maka dari itu, pertimbangan yang harus ada 

pada salah satu mata pelajaran pada kurikulum muatan lokal adalah 

tentang aswaja atau ke-NU-an. Buku ajar yang digunakan mengambil 

dari lembaga perguruan ma’arif NU Tulungagung. Pemerintah telah 

memberikan kewenangan bebas dalam kurikulum muatan lokal karena 

setiap kultur yanga ada di sekolah berbeda-beda, maka dari itu sekolah 

secara bebas mengelola kurikulum muatan lokal tersebut agar sesuai 

dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. 

 Selain itu, dalam kurikulum muatan lokal tidak terlepas dari 

mata pelajaran Bahasa daerah, karena juga yang bertujuan untuk 

melestarikan, mengenalkan dan menguasahi Bahasa daerah walaupun 

Bahasa nasional di negara kita adalah Bahasa Indonesia. Hal lain, 

karena SMP Islam Sunan Gunung Jati berada di lingkungan pesantren, 

maka komite sekolah memberikan masukan atau pertimbangan untuk 

mengutamakan mata pelajaran diniyah atau keagamaan. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Sedangkan kurikulum muatan lokal disini ada Ke-NU-an 

yang sejak awal sudah menggunakan, untuk Bahasa daerah juga 
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tetap kita pertahankan, selain itu karena disini adalah pesantren, 

jadi pelajaran diniyah yang kami utamakan. Untuk buku 

pegangan Ke-Nu-an kita mengambil dari LP Ma’arif NU 
Tulungagung.

82
 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Ya sekiranya kalau mata pelajaran yang umum-umum saja 

saya rasa kurang cukup ya,, ya kami pihak sekolah serta komite 

berusaha menanamkan penguasaan lebih pada Agama dan selain 

itu juga karena di lingkup pesantren, komite serta pihak sekolah 

mempertimbangkan itu untuk di aplikasikan pada kurikulum 

muatan lokal. Misal, pada pelajaran aswaja atau ke-NU-an, tidak 

hanya materi saja yang dikuasai oleh siswa, akan tetapi juga 

perlu dikuasai amaliyah nahdliyinnya.
83

 

 

 Lebih lanjut, informasi tersebut diperkuat oleh Waka 

Kurikulum: 

 Untuk kurikulum muatan lokal disini ada ke-NU-an, 

Bahasa daerah, tata boga dan lain-lain.  Kalau soal pertimbangan 

komite tentang pelaksaan atau pengelolaan kurikulum hampir 

tidak ada ya, akan tetapi mungkin dalam bentuk saran-saran 

dalam menanamkan karakter keagamaan yang baik kepada 

siswa, misal ketawadhu’annya kepada guru dan kiyai, sopan 

santun dan lain-lain.
84

 

 

Penanaman pada karakter atau budaya yang islami, terlihat pada 

dokumentasi yang peneliti cantumkan pada saat siswa bersalaman 

kepada para guru dan kiyai: 
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Gambar 4.19 Upaya menanamkan karakter atau budaya yang islami 

terhadap guru dan kiyai di lingkungan sekolah
85

 

 

 Kelima, pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya satuan 

pendidikan. SMP Islam Sunan Gunung Jati memiliki tujuan sekolah 

untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan yang memadai. Selain itu, sekolah juga 

mengupayakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan 

minat siswa. Untuk mendukung semua tujuan tersebut, komite sekolah 

mempertimbangkan jika kiranya harus membutuhkan atau 

mendatangkan guru dari luar untuk menambah penguasaan skill bakat 

dan mianat siswa, bisa mendatangkan guru dari luar dimana 

anggarannya nanti diambil dari dana BOS. Dari usaha tersebut, telah 

terbukti dengan berbagai penghargaan prestasi yang telah didapat oleh 

sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 
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 …Contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler kita 

mendatangkan instruktur Qira’at, membiayai sholawat, 
mengadakan diklat pidato, diklat membaca Al-Qur’an itu 
membutuhkan pengeluaran yang harus dibiayai. Dari situ 

sekolah mendapatkan prestasi yang dapat menjadikan 

keunggulan sekolah.
86

 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Penguasaan yang diberikan oleh guru untuk siswa tidak 

cukup hanya pada akademiknya saja, akan tetapi juga non 

akademik. Nah… untuk non akademiknya bisa diberikan pada 
kegiatan ekstrakurikuler. Karena tujuan sekolah disini salah 

satunya adalah menghasilkan tamatan yang berkualitas serta 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, maka 

pihak sekolah bersama komite mempertimbangkan berbagai 

macam kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat minat 

siswa. Jika perlu pihak sekolah mendatangkan guru dari luar 

guna memaksimalkan penyaluran bakat minat siswa tersebut. 

Dan untuk anggarannya mengambil dari dana BOS.
87

 

 

 Lebih lanjut, informasi tersebut diperkuat oleh Imron Rosadi: 

 Kaitannya dengan kegiatan ekstrakurikuler, baik jasmani 

maupun rohani, kan walaupun di dalam pas ada lomba di luar 

kan juga bisa juara, seperti jasmaninya sepak takrow, volly itu 

bisa juara. Kalau rohaninya ya lukis, kaligrafi itu ya sampek 

Jawa Timur juga, terus sholawatan, qiro’at itu ya masih di atas, 
ya kalau sepak bola gak bisalah, karena sepak bola kan 

membutuhkan latihan rutin, kalau di pondok kan hanya satu 

minggu sekali. Harus ada sesuatu yang ditonjolkan, secara 

sekilas sebenarnya kegiatan pondok itu sudah menonjol, 

keunggulannya sudah itu, yang lainnya cuma tambahan, 

menyesuaikan di luar. Seperti mengaji kitab kuning, sorogan itu 

di luar kan jarang, lha itu dibiayai kan bisa. Contoh: Ngaji kitab 

kuning, kita belikan anak-anak kitab, untuk laporan bisa. 

Gurunya ngaji dibayari pakek dana itu bisa. Ekstrakurikuler 

bisa, kita mendatangkan dari luar itu bisa diambilkan dari dana 

BOS.
88
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Sebagaimana hasil prestasi yang telah di raih oleh SMP Islam 

Sunan Gunung Jati Ngunut, peneliti cantumkan sebagai bahan 

dokumentasi: 

 
Gambar 4.20 Prestasi yang di raih  

oleh SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut
89

 

 

  Berdasarkan pemaparan data diatas, kiranya komite selalu 

memberikan pertimbangan-pertimbangan: 1) terhadap penyediaan dan 

penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah, 2) komite 

sekolah memberikan masukan serta mengesahkan RAPBS, 3) 

pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan, 4) pertimbangan pada 

kurikulum muatan lokal sekolah, dan 5) pertimbangan terhadap 

kompetensi sumber daya satuan. Dari berbagai pertimbangan yang 

telah dilakukan komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut,  

karena komite sekolah adalah bagian dari sekolah, maka dengan 

keberadaan komite tersebut bertujuan untuk memberikan masukan-
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masukan dan saran guna memberikan solusi yang terbaik bagi sekolah 

agar visi-misi sekolah yang telah tersesun tercapai dengan maksimal. 

 

b. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

 Peran komite sekolah sebagai pendukung mencangkup 

pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana, dan anggaran. 

Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut meliputi: 1) 

dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah, 2) memobilisasi dan 

mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana, 3) pemantauan  

terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau guru dan non 

pendidik atau staf karyawan, dan 4) memobilisasi dan mengkoordinasi 

dukungan terhadap anggaran pendidikan. 

 Pertama, dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah. 

Dukungan yang dimaksud adalah mencarikan dana dalam pengajuan 

bentuk proposal. Pengadaan fasilitas sarana prasarana di SMP Islam 

Sunan Gunung Jati Ngunut masih kurang-kurang. Hal tersebut karena 

tidak hanya kebutuhan sekolah saja, akan tetapi asrama juga 

diperhatikan. Pembangunan rehap 4 kelas rencananya akan dibangun 

3 lantai. Dana pembangunan tersebut subsidi silang dari pemerintah, 

yayasan, dan sekolah. 
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 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Dukungan dalam permasalahan dana dari komite itu masih 

belum ada ya.. karena kebutuhan juga sangat banyak. Mungkin 

kalau mencarikan dana dalam bentuk proposal permohononan 

untuk dana rehap ruang kelas kepada pemerintah itu bisa kami 

lakukan. Nantinya kami ajukan dan direkomendasikan oleh 

ketua yayasan, ketua komite, dan kepala sekolah.
90

 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Disini itu ada siswa dulu, baru ada bangunan, maka usaha 

kami untuk melengkapi fasilitas sarana prasarana terus 

dilakukan. Pada permasalahan ini kami koordinasikan ke pihak 

komite sekolah dan yayasan. Tindakan selanjutnya karena dana 

sekolah untuk pembangunan itu belum mencukupi, ya kami 

pihak sekolah berserta komite dan yayasan mengajukan proposal 

permohonan ke pemerintah untuk merehab ruang kelas di 

sekolah sini.
91

 

 

 Lebih lanjut, diperkuat dengan hasil observasi peneliti pada hari 

Senin 21 Maret 2016: 

 Setelah peneliti wawancara dengan kepala sekolah, 

peneliti diberikan bentuk proposal permohonan dana rehap 

ruang kelas tahun 2015 dari kepala sekolah. Setelah itu peneliti 

membaca dan mengamati proposal tersebut. Di dalam proposal 

tersebut terdapat surat permohonan untuk diberikan kepada 

Direktur Pembina SMP, Direktur Jendral Pendidikan Dasar, dan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Di akhir surat 

tersebut juga tertera tempat tanda tangan yang telah 

direkomendasikan oleh ketua yayasan, ketua komite sekolah dan 

kepala sekolah.
92

 

 

 Bentuk proposal tersebut juga peneliti cantumkan sebagai bahan 

dokumentasi: 
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Gambar 4.21 Proposal permohonan dana rehap ruang kelas SMP 

Islam Sunan Gunung Jati tahun 2015
93

 

 

Kedua, Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite sekolah 

juga berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yang meliputi 

memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada disekolah, 

memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan 

dukungan sarana dan prasarana di sekolah. Dukungan ini terlihat  

dalam mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana serta 

memobilisasi bantuan  sarana  dan  prasarana. 

 Koordinasi yang dilakukan komite sekolah adalah terlebih 

dahulu ke sekolah atau yayasan pesantren untuk mengetahui 

kebutuhan sekolah dan asrama lalu di pertimbangkan apa yang perlu 

didahulukan kebutuhannya. Apabila kebutuhan yang menyangkut 

dengan pesantren komite sekolah berkoordinasi dengan pihak 
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pesantren dan yayasan karena sistem sekolah SMP Islam Sunan 

Gunung Jati Ngunut adalah Islamic Boarding School. Melihat jumlah 

siswa perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki, maka 

penyedian asrama putri lebih di dahulukan kebutuhannya. Selain itu 

komite sekolah membantu dengan menghimpun dan menyalurkan 

bantuan dari masyarakat untuk sekolah dalam bentuk kerja bakti 

ro’an.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 …karena sekolah sini tidak terlepas dari pesantren, 
kebutuhan pesantren juga kita fikirkan. Hari ini proses 

pembangunan asrama putri, asrama disini terpisah antara putra 

dan putri. Nanti bisa dilihat ya mbak proses pembangunannya. 

Untuk mengkoordinasikan pembangunan tersebut tak terlepas 

juga dari yayasan dan pondok pesantren karena program 

pembangunan tersebut tidak hanya dari sekolah, tapi juga 

program pesantren.
94

 

 

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 

 Selain proses pembangunan rehap ruang kelas disini, juga 

bersamaan pembangunan asrama putri. Ada ini bantuan dari 

masyarakat dalam bentuk tenaga yang dinamakan dengan tenaga 

ro’an, jika di uangkan itu banyak mbak.
95

  

 

 Bahkan berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan salah satu 

tukang bangunan pada rehap pembangunan kelas, tukang bangunan 

tersebut berkata bahwa sebenarnya gaji yang diterima tersebut 

dibilang setengah dari gaji yang pada umumnya, akan tetapi dengan 
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ikhlas tukang bangunan tersebut berkata bahwa kita menabung tidak 

hanya untuk dunia akan tetapi untuk akhirat juga. 

 Kegiatan proses pembangunan asrama putri tersebut peneliti 

foto sebagai dokumen penelitian: 

  

Gambar 4.21 Proses pembangunan asrama putri sunan pandanaran
96

  

 

Ketiga, bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah 

pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau guru 

dan non pendidik atau staf karyawan. Dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. Kualitas pendidikan sangat  

diperhatikan oleh komite, agar saat mengajar juga semakin terampil 

dan memliki wawasan dan ilmu yang semakin banyak sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara optimal. 

Dukungan tersebut dengan mendatangkan narasumber psikolog 

pendidikan, motivator dan ustadz/kiyai. Hal lain guru-guru diusahakan 
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mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, Workshop, 

MGMP, diklat dan pelatiha-pelatihan lainnya guna meningkatkan 

mutu sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Salah satu program kerja kami memang ada untuk 

memberikan pembinaan kepada guru pelaksanaannya pada rapat 

dengan guru, selain itu untuk meningkatkan kualitas pendidik 

kita datangkan narasumber psikolog pendidikan, motivator, ada 

juga mendatangkan ustadz atau kiyai. Jadi perlu kita berikan 

motivasi dan moril untuk tenaga pendidik atau pendidikan 

sekolah.
97

 

   

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 

Ada dukungan dari komite itu memberikan motivasi kepada 

kami, ada juga mendatangkan narasumber psikolog pendidikan, 

motivator, dan dari ustadz atau kiyai. Selain itu untuk 

meningkatkan kompetensi guru bisa mendatangkan narasumber 

yang ahli pada bidang tersebut, seperti dulu ada pembinaan 

kompetensi guru dalam rangka pelaksanaan kurikulum dan life 

skill. Kalau diluar ada dari diklat, workshop, MGMP, seminar-

seminar, itu semua untuk meningkatkan kompetensi guru.
98

 

 

Kegitan tersebut juga peneliti cantumkan foto untuk 

dokumentasi penelitian: 
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Gambar 4.23 Workshop penyaluran dan pemanfaatan bantuan pemerintah 

untuk peningkatan mutu sekolah berbasis pesantren sekaligus pembinaan 

kompetensi guru tahun 2016.
99

 

 

  

Gambar 4.24 Pembinaan peningkatan kompetensi guru  

dengan narasumber pendidikan
100

  

 

Keempat, dukungan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, 

komite sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, sehingga 

hubungan sekolah dengan wali santri atau masyarakat lingkungannya 

tetap berjalan lancar. Di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dalam 
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pengelolaan dana amal jariyah dibuat pada saat mengadakan rapat 

awal tahun ajaran baru yang dihadiri oleh wali santri, dewan guru, 

komite dan yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut juga terdapat 

ketentuan besaran dana amal jariyahnya, disosialisasikan penggunaan 

dan tujuan dana amal jariyah untuk sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Alternativ pendanaan pada sekolah itu berupa SPP dari 

wali santri. Ciri khas pendanaan disini itu berupa uang jariyah. 

pengelolaan dana amal jariyah dibuat pada saat mengadakan 

rapat awal tahun ajaran baru yang dihadiri oleh wali santri, 

dewan guru, komite dan yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut 

juga terdapat ketentuan besaran dana amal jariyahnya, 

disosialisasikan penggunaan dan tujuan dana amal jariyah untuk 

pembangunan sekolah. Alhamdulillah penggunaan dana tersebut 

tepat sasaran untuk pembangunan sekolah.
101

 

 

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 

 …hasil uang jariyah itu memang di khususkan untuk 
pengembangan sekolah, tepatnya pembangunan ruang kelas. 

Persetujuan besaran uang jariyah itu pada saat pada saat 

mengadakan rapat awal tahun ajaran baru yang dihadiri oleh 

wali santri, dewan guru, komite dan yayasan. Nanti muncul 

besaran uang jariyahnya, sekaligus mendapatkan persetujuan 

dari wali santri, dewan guru, komite dan yayasan.
102

 

 

 Dari paparan data diatas, dapat dikatakan bahwa peran komite 

sekolah SMP I Sunan Gunung Jati Ngunut sebagai sebagai pendukung 

mencangkup pengelolaan sumber daya, sarana dan prasarana, dan 

anggaran. Aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hal tersebut 
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meliputi: 1) dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah, 2) 

memobilisasi dan mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana, 

3) pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau 

guru dan non pendidik atau staf karyawan, dan 4) memobilisasi dan 

mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan. Dengan 

demikian untuk melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan sekolah, 

komite sangat berpartisipasi dan telah memberikan kontribusi yang 

baik untuk meningkatkan mutu sekolah. 

 

c. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

  Berkaitan dengan peran sebagai pengotrol, komite sekolah 

mempunyai tiga peran. Pertama, sebagai pengontrol perencanaan 

pendidikan di sekolah. Dengan mengontrol  proses  pengambilan  

keputusan,  mengontrol  kualitas kebijakan/kualitas  program  dan  

proses  perencanaan  pendidikan  di sekolah.  

 Terkait pengawasan proses pengambilan kebijakan, tidak berarti 

bahwa komite sekolah selalu dilibatkan secara langsung pada saat 

proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah memberikan laporan 

tentang kebijakan yang diambilnya kepada komite sekolah. Komite 

sekolah mendukung kebijakan yang telah diambil oleh sekolah, apabila 

memang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah.  Sejauh 

ini komite sekolah tidak atau belum pernah melakukan intimidasi dan 
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pemaksaan kehendak tentang keputusan dan kebijakan yang 

diberlakukan di sekolah. Kepala sekolah diberi keleluasaan untuk 

mengambil kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan sekolah 

dan melaporkannnya kepada komite sekolah. Contohnya, ketika 

sekolah memutuskan waktu liburnya menjelang UN, dan sebelum 

diberikan surat edaran ke siswa batas waktu libur dan kembali ke 

sekolah/pondok, maka keputusan tersebut di laporkan dan selanjutnya 

di pertimbangkan atau di setujui oleh komite sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

Pada pengelolaan sekolah itu kita limpahkan ke kepala 

sekolah. Kita hanya mengawasi dan mensetujui apabila sudah 

sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah.
103

 

 

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

  

 Ya… kepala sekolah diberi keleluasaan untuk mengambil 
kebijakan yang memang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan 

melaporkannnya kepada komite sekolah. Komite sekolah 

mendukung kebijakan yang telah diambil oleh sekolah, apabila 

memang sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah.  

Sejauh ini komite sekolah tidak atau belum pernah melakukan 

intimidasi dan pemaksaan kehendak tentang keputusan dan 

kebijakan yang diberlakukan di sekolah. Ya…mungkin ada 
kalau berupa saran-saran dan dukungan untuk kebaikan 

sekolah.
104

 

 

 Selain dalam memantau perihal proses pengambilan kebijakan 

kebijakan, komite sekolah juga memantau proses KBM siswa, 

pelaksanaan UN, dan kegiatan ekstrakurikuler  dalam pengembangan 
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minat bakat siswa. Selain itu, ekstrakurikuler juga dapat menjadi 

peluang prestasi yang membanggakan bagi sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh komite sekolah: 

 Untuk memantau proses KBM bisa langsung dilakukuan 

ketikan saya mengajar disekolah, karena saya juga mendapatkan 

jam mengajar disekolah. Jadi bisa sewaktu-waktu mbak…105
 

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari Waka Kurikulum: 

 Kalau memantau sering dilakukan, karena lokasi 

ndalemnya komite dengan sekolah tidak jauh ya… jadi tidak 
proses KBM saja yang di pantau, pada pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler juga di pantau karena juga bisa menjadi peluang 

prestasi yang membanggakan di sekolah sini.
106

 

 

Selain itu, berdasarkan pengamatan peneliti komite juga 

memantau pelaksanaa UN di sekolah pada hari Selasa 10 Mei 2015: 

 Pada saat peneliti akan melakukan wawancara kepada 

komite sekola di ndalem beliau pada pukul 10.00 WIB, ada 

salah satu santri memberitahukan untuk menunggu sebentar. 

Secara langsung peneliti menanyakan ke santri apakah komite 

sekolah ada acara. Santri tersebut menjawab bahwa komite 

masih di sekolah memantau pelaksanaa UN di SMP.
107

 

 

 Kedua, komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap 

alokasi anggaran tanpa melakukan intimidasi berapa besar anggaran 

yang direncanakan untuk suatu kegiatan sekolah. Sejauh ini setiap 

alokasi anggaran yang diajukan oleh sekolah selalu didukung oleh 

komite sekolah karena dinilai penggunaannya telah sesuai dengan 

sasaran. Contohnya dalam biaya Les, try out dan UN secara rinci 
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mencantumkan biaya yang harus dikeluarkan oleh wali santri. Selain 

itu dalam rangka transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, 

termasuk dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat  

seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah 

agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana yang 

berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-benar efektif 

dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan RAPBS/RKAS. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 …Karena model yayasan disini keuangan masih 
disentralisasi, maka ditangani oleh sekolah. Kita hanya 

memantau, ketika penyusunan RAPBS kita bahas dan kita 

setujui. Jadi keuangan masih dipegang oleh lembaga masing-

masing.
108

 

 

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Pengelolaan anggaran masih ditangani oleh pihak sekolah. 

Pengawan anggaran RAPBS dilakukan pada setiap bulan disaat 

pelaporan anggrana RAPBS oleh komite dan kepala sekolah. 

Apabila sudah sesuai dengan penyaluran dan pengeluaran biaya 

RAPBS, komite sekolah langsung menyetujui.
109

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi peneliti pada hari 

Sabtu 09 Mei 2016: 

 Ketika peneliti berniat untuk menemui bendahara sekolah 

dan yayasan, pada saat itu juga peneliti meminta dan 

menunjukkan file tentang anggaran sekolah RAPBS/RKAS dan 

ada pula file pemberitahuan tentang anggaran Les, try out dan 

UN untuk wali santri . Selanjutnya peneliti menelusuri tentang 
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laporan pengelolaan keuangan pada RAPBS. Dari situ peneliti 

menemukan tempat tanda tangan dari ketua yayasan, ketua 

komite, kepala madrasah dan bendahara. Hal tersebut 

menunjukkan komite sekolah melaksanakan perannya sebagai 

pengontrol pengelolaan anggaran madrasah.
110

 

 

 Bentuk permohonan anggaran Les, try out dan UN juga peneliti 

cantumkan untuk dokumentasi penelitian: 

  

Gambar 4.25 Transparansi anggaran Les, try out dan UN kepada wali santri
111

 

 

 Ketiga, peran yang ketiga adalah memantau output, yaitu 

sebagai badan pengontrol dalam memantau hasil ujian akhir, 

memantau hasil prestasi yang didapat dari bidang akademik atau non 

akademik. Sedangkan untuk memantau alumni pihak komite tidak 

berdiri sendiri, tetapi dibantu oleh pihak alumni tingkat dan pihak 
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sekolah yang berupa bentuk lisan dan tertulis. Untuk bentuk tertulis 

melalui pendataan dari sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Kita secara khusus itu memang belum dari komite 

melakukan secara real untuk memantau, akan tetapi ya secara 

tidak langsung melalui informasi dari sekolah bisa berupa data 

yang telah tertulis disekolah. Output pendidikan dari sini kita 

dorong untuk membentuk kelompok alumni. Melalui alumni 

kita juga bisa mendapatkan informasi untuk memantau output 

dari sekolah sini.
112

 

 

  Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 

 Kalau output disini dilihat dari bidang akademiknya dari 

hasil UN, sedangkangkan bidang non akademiknya bisa berupa 

prestasi-prestasi yang telah di dapat.
113

 

 

 Dari paparan data diatas dapat dikatakan bahwa peran komite 

sekolah sebagai badan control sudah berjalan baik dan akan selalu di 

upayakan untuk meningkatkan mutu madrasah. Kontrol mutu 

dilaksanakan oleh komite guna mensukseskan visi misi lembaga, serta 

pada control perencanaan pendidikan disekolah, trasparansi anggaran 

madrasah, komite sekolah dibantu oleh kepala sekolah dan pihak guru. 

Sedangkan control pada output siswa dibantu oleh pihak sekolah dan 

alumni. 
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d. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

 Berkaitan dengan peran komite sekolah sebagai mediator, 

komite sekolah melaksanakan beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas 

tersebut mencangkup hal-hal: 1) menghubungkan sekolah dengan 

orang tua siswa dan masyarakat, 2) menampung aspirasi masyarakat, 

dan 3) mediasi dengan instansi-instansi lain. 

 Pertama, kaitannya dengan peran komite sebagai penghubung, 

komite sekolah mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa 

pada awal tahun. Hal ini dilakukan untuk membahas perkembangan 

sekolah dan rencana pengembangannya satu tahun ajaran ke depan. 

Semisal rencana pengembangan sekolah ini adalah menyediakan 

sarana prasarana untuk kelancaran proses KBM. SMP Islam Sunan 

Gunung Jati Ngunut terus mengadakan pembangunan gedung atau 

ruang kelas untuk menyeimbangkan jumlah siswa yang ada. Melalui 

pertemuan atau rapat tersebut juga disosialisasikan kebijakan-

kebijakan sekolah yang telah berlaku sejauh ini dan juga kebijakan 

baru kepada sekolah. Dalam kebijakannya ini misal dalam pengadaan 

uang jariyah yang digunakan pengembangan sarana prasarana 

sekaligus besaran uang jariyah yang diberikan yang nantinya akan 

disetujui bersama pada acara rapat tersebut.  
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 Hal lain dalam perencanaan proses penyelenggaraan kegiatan 

sekolah misal bertepatan pada akan diselenggarakannya UN, pada 

pertemuan tersebut akan di isi acara istighosah dan sosialisasi pasca 

UN dan nantinya akan diberi surat edaran pemberitahuan pengeluaran 

anggaraan pada pelaksanaan UN. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 

 Pertemuan dengan wali santri kita adakan pada awal tahun 

ajaran sekitar bulan syawal. Pada acara tersebut banyak 

manfaatnya, selain untuk silaturrahmi, juga nantinya 

menyampaikan kebijakan-kebijakan baru dari sekolah ada juga 

masukan dan pengaduan dari wali santri yang kita tampung 

untuk peningkatan kualitas sekolah. Selain itu ya insedental jika 

ada yang harus di musyawarahkan bersama ya kita undang wali 

santri untuk kita bahas bersama.
114

 

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Ya.. ada pertemuan wali santri kita agendakan pada awal 

tahun ajaran baru itu. Pada rapat tersebut juga dihadiri oleh 

komite sekolah. Banyak yang dibahas pada acara pertemuan 

tersebut, karena rapat tersebut pada awal tahun ajaran ya,, kita 

sampaikan kebijakan-kebijakan baru yang ada di sekolah. Ada 

juga membahas pemanfatan uang jariyah yang nantinya 

digunakan untuk pembangunan atau melengkapi sarana 

prasarana yang ada di sekolah. Baru-baru ini ada pertemuan wali 

santri ketika pasca UN untuk mensosialisasikan pengeluaran 

anggaraan pada pelaksanaan UN sekaligus nanti ada acara 

istighosah bersama.
115

 

 

 Kegiatan tersebut juga peneliti foto sebagai bahan dokumentasi 

dalam menjelang UN:  
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Gambar 4.26 Kegiatan sosialisasi pelaksanaan UN – Pasca UN 

dan Istighosah bersama tahun 2016
116

 

 

 Kedua, Komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

berperan dalam menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat 

berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dalam 

program pendidikan. Beberapa wali santri menyampaikan keluhan 

kepada pihak sekolah terkait keadaan putranya yang bermasalah. 

Berdasarkan keluhan dan pengaduan tersebut jika sifatnya krusial, 

nantinya akan disampaikan ke komite sekolah untuk mencarikan 

solusi, dan apabila sekiranya pihak sekolah mampu untuk 

mengatasinya, maka akan langsung diatasi oleh sekolah tanpa melalui 

komite.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Untuk mengetahui aspirasi masyarakat atau berupa saran 

dan keluhan bisa diketahui dari hasil laporan/informasi sekolah 

dan bisa juga secara langsung pada pertemuan wali santri nanti 

ada dialog langsung dengan pihak guru, komite beserta 

yayasan.
117
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 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Cara kita untuk menjaring aspirasi masyarakat berupa hasil 

laporan dari masyarakat terus kita tampung, apabila sifatnya itu 

harus di rapatkan ya kita rapatkan yang nantinya dihadiri oleh 

komite. Bisa juga pada pertemuan wali santri nantinya langsung 

disampaikan pada acara tersebut dan langsung ditanggapi dari 

pihak kepala sekolah dan komite.
118

  

 

 Untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak sekolah, 

komite dapat menjalin tersebut melalui agenda rapat triwulan. Dalam 

rapat tersebut terdiri dari gabungan pada yayasan, komite, dan 

sekolah. Agenda rapat tersebut bertujuan untuk penghubung antara 

komite dengan dewan guru Madrasah dalam upaya mewujudakan 

penjaminan mutu madrasah. Pada acara tersebut nantinya juga 

membahas evaluasi program sekolah yang sebelumnya dari 

pelaksanaan KBM, Kurikulum, anggaran RAPBS/RAKS dan lain-

lain. Dari evaluasi tersebut juga akan direncanakan program sekolah 

berikutnya agar sesuai dengan target dan tujuan bersama yang sesuai 

dengan visi dan misi sekolah. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Komite bisa bertemu dan berkomunikasi dengan dewan 

guru lewat agenda rapat triwulan. Pada saat itu juga saya 

berkesemapatan untuk memberi masukan atau saran pada 

program sekolah sebulum dan yang akan datang.
119

  

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 
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 Ya waktu rapat triwulan komite sekolah selalu hadir untuk 

memberikan pertimbangan, saran-saran serta memberikan 

bimbingan motivasi kepada dewan guru.
120

 

  

 Kegiatan tersebut juga peneliti cantumkan foto sebagai bahan 

dokumentasi: 

 

Gambar 4.27 Acara rapat triwulan dengan dewan guru, komite sekolah 

dan yayasan di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung
121

 

  

 Ketiga, mediator dengan institusi lain. Prioritas mediator disini 

ke alumni dan pemerintah setempat. Misalnya, karena SMP Islam 

Sunan Gunung jati adalah dibawah naungan PPHM Ngunut, terdapat 

alumni dari pesantren yang menjadi dosen untuk dimintai bantuan soal 

masukan-masukan program sekolah atau yang lain guna 

meningkatkan mutu sekolah.  

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 …ada lagi kalau masyarakat dari segmen alumni juga kita 
sering intens komunikasi jaringan alumni, jadi disana mereka 

kadang-kadang memberikan masukan untuk kekurangan kita 
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apa,,, saran masukan dari alumni ada,  terus secara langsung dari 

masyarakat luas ini juga gitu, setiap ada apa gitu kita 

komunikasi terhadap tokoh masyarakat.
122

  

   

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah: 

 Ya ada alumni kita bisa berkomunikasi pada jaringan 

tersebut. Pada saat itu kita manfaatkan untuk memberikan 

masukan-masukan dan saran agar mutu sekolah disini 

bertambah lebih baik. Ada itu alumni yang jadi dosen kita 

mintai masukan-masukan untuk sekolah sini.
123

 

 

 Sedangkan instansi dari pemerintah, SMP Islam Sunan Gunung 

jati adalah salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai program sekolah 

berbasis pesantren. Setiap tahunnya ada pembinaan diklat dari 

pemerintah yang termasuk di dalamnya subsidi bantuan dari 

pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah berbasis pesantren 

sekaligus pembinaan peningkatan kompetensi guru. Diklat tersebut 

harus dihadiri oleh kepala sekolah dan beberapa wakil guru yang telah 

ditunjuk dari sekolah. Setelah ada pemberitahuan dari pusat, kepala 

sekolah, komite sekolah dan guru-guru lainnya mensosialisasikan 

pemberitahuan tersebut apabila ada persyaratan-persyaratan yang 

harus dipenuhi, komite sekolah dapat memberikan rekomendasi pada 

program tersebut. 

 Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua komite sekolah: 

 Jika ada pemberitahuan dari dinas, atau Kemenag 

sebelumnya dari laporan sekolah, apabila ada yang terkait dalam 
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komite sekolah, kami bisa memberikan rekomendasi pada 

pemberitahuan tersebut.
124

 

  

 Hal ini juga sesuai dengan informasi dari kepala sekolah:  

 Kalau ada pemberitahuan dari instansi pemerintah, misal 

kemaren ada pemberitahuan dari Dirjen pendidikan dasar dan 

menengah tentang subsidi bantuan pemerintah untuk 

meningkatkan mutu sekolah berbasis pesantren, maka 

pemberitahuan tersebut perlu disosialisasikan ke dewan guru 

dan komite sekolah.
125

  

 

 Hal tersebut diperkuat dengan surat pemberitahuan dari Dirjen 

Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SMP Islam Sunan Gunung 

Jati Ngunut Tulungagung: 

 

Gambar 4.28 Surat undangan dari Dirjen pendidikan dasar dan menengah 

untuk SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung
126
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B. Temuan Penelitian 

 Berdasarkan paparan deskripsi data diatas, maka diperoleh temuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Temuan Penelitian Kasus I (MTs Ma’arif NU Kota Blitar)  

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan pertimbangan (Advisory 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar. 

1) Memberikan pertimbangan terhadap sarana prasarana. 

Mengingat posisi sarana prasarana sangat penting untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan 

(PAKEM) sehingga peserta didik bisa belajar dengan optimal 

tanpa ada gagasan-gagasan yang bisa merusak suasana belajar. 

Format yang dikemas dalam pertimbanagn ini, karena komite 

sekolah adalah sebagai mitra dan partner sekolah, maka yang 

bisa dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang akan 

dilakukan apabila input madrasah melebihi kapasitas yang ada. 

komite sekolah sebagai badan pertimbangan yang 

hubungannya sarana prasana dilihat dari prioritas yang ada. 

Dimana Kebutuhan yang mendesak didahulukan terlebih 

dahulu. 

2) Pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. Kenyamanan 

proses KBM antara guru dan murid adalah prioritas yang di 

utamakan. Apabila ada kurangnya kenyamanan yang 
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dirasakan, komite sekolah akan memberi pertimbangan 

alternative kekurangan yang ada. Pertimbangan pada 

kekurangan yang ada di sekolah, pastinya di diskusikan pada 

saat rapat. Disaat itulah semua sumber daya disekolah secara 

bebas memberikan informasi yang ada untuk disampaikan oleh 

komite sekolah. 

3) Kurikulum sekarang karena menyesuaikan dari pemerintah 

maka juga menyerahkan pada pihak sekolah. Hanya saja pada 

kurikulum muatan lokal yang khususnya pada pembelajaran 

Ke-NU-an lebih diutamakan, karena melihat madrasah 

dibawah naungan lembaga Perguruan Ma’arif NU. Dalam hal 

ini, kurikulum muatan lokal pada ke-NU-an, pihak Asatidz dan 

Kiyai yang juga sebagai anggota komite dalam tokoh 

masyarakat memberikan masukan atau pertimbangan pada isi 

materi yang dibahas pada buku ke-NU-an. Mengingat 

santri/siswa yang masuk ke MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

belum tentu disekolahnya dulu mendapatkan materi tentang 

ke-NU-an, disitu komite sekolah memberi masukan untuk 

menyesuaikan materi-materi yang harus dikuasai dalam 

pengenalaan tentang NU. Jadi, pegangan buku ajar tentang ke-

NU-an membuat sendiri dan itu sudah berjalan sekitar empat 

sampai lima tahunan, begitupun disahkan oleh pihak kiyai 

sekaligus komite sekolah bagian tokoh masyarakat. 
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4) Pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya satuan 

pendidikan. Kemampuan pada setiap orang jika tidak di 

imbangi dengan penguasaan skill yang dimiliki pastinya akan 

tertinggal dengan tuntutan zaman. Tidak hanya knowledge saja 

yang di kuasai tapi juga ketrampilannya. Di sekolah pasti 

memberikan bekal ketrampilan guna bisa menambah wawasan 

dan keahlian yang dimiliki pada kompetensi yang ada. 

Begitupun di MTs Ma’arif NU Kota Blitar memberikan 

penguasaan ketrampilan lewat kegiatan ekstrakurikuler. 

Melihat potensi yang ada pada peserta didik, maka pihak 

sekolah dan komite menyediakan 19 macam ekstrakurikuler 

yang bisa di ikuti oleh semua peserta didik. Disitu komite 

sekolah memberikan pertimbangan apa saja ketersediaan 

ekstrakurikuler di MTs Ma’arif NU Kota Blitar begitupun 

penyediaan jam ekstrakurikuler yang ada 19 macam tersebut. 

b. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan pendukung (Supporting 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

1) Dukungan mencarikan dana/pendanaan. Mengingat MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar merupakan madrasah dibawah 

naungan lembaga Ma’arif NU Kota Blitar yang di dalamnya 

terdiri dari Pesantren Nurul Ulum Blitar, MTs Ma’arif NU, 

MA Ma’arif NU, Madin Ula Nurul Ulum, dan Madin Wustha 
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Nurul Ulum Kota Blitar dalam lingkup satu lokasi. Melihat 

lembaga tersebut yang begitu besar, secara otomatis kebutuhan 

dana untuk menyongkongnya juga banyak sekali. Termasuk 

dalam mencarikan dana pengadaan pengembangan gedung 

dilingkup madrasah. 

2) Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite sekolah juga 

berperan dalam  pengelolaan  sarana  dan    prasarana,  yang  

meliputi memantau  kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  ada  

di  sekolah, memobilisasi  bantuan  sarana  dan  prasarana,  

mengkoordinasikan dukungan  sarana  dan  prasarana  di  

sekolah. Dukungan  ini  terlihat  dalam  memantau  kondisi  

sarana  dan prasarana yang ada di sekolah. 

3) Bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah pemantauan  

terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau guru dan 

non pendidik atau staf karyawan. Dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. Kualitas  pendidikan 

sangat  diperhatikan  oleh  komite,  agar  saat  mengajar  juga 

semakin terampil dan memliki wawasan dan ilmu yang 

semakin banyak sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

SDM siswa secara optimal. Dukungan tersebut melihat 

peluang-peluang guru untuk mampu melanjutkan jenjang 

sekolah yang lebih tinggi, misal komite sekolah mengajukan 

guru yang terlihat mampu untuk mendapatkan beasiswa S2 
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dari program Kemenag. Hal lain guru-guru diusahakan 

mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, MGMP, 

diklat dan pelatiha-pelatihan lainnya. 

4) Dukungan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, komite 

sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, sehingga 

hubungan sekolah dengan wali santri atau masyarakat 

lingkungannya tetap berjalan lancar. Di MTs Ma’arif NU Kota 

Blitar prosedur pengelolaan dana infaq dibuat pada saat 

mengadakan rapat workshop yang dihadiri dari seluruh 

keluarga besar Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar. Dalam hasil 

workshop tersebut dana infaq melibatkan sumber dananya dari 

Guru dan Karyawan, Wali Santri dan santri. Di dalam hasil 

workshop tersebut juga terdapat ketentuan besaran infaq, 

penerima dana infaq, serta prosedur penerima infaq. 

c. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

1) Sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah. 

Dengan mengontrol  proses  pengambilan  keputusan,  

mengontrol  kualitas kebijakan/kualitas  program  dan  proses  

perencanaan  pendidikan  di sekolah. Pihak komite untuk 

meningkatkan mutu sekolah atau lembaga juga melakukan 

control penjaminan mutu. Selain dalam memantau perihal 
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proses belajar, komite sekolah juga memantau kegiatan 

ekstrakurikuler termasuk dalam pengembangan minat bakat 

siswa. 

2) Peran kedua adalah peran serta komite dalam rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk 

dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah 

agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana 

yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-

benar efektif dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dalam 

transparansi keuangan, komite juga berperan untuk mengontrol 

anggaran masuk dan pengeluaran anggaran RKAM. 

3) Peran yang ketiga adalah memantau output, yaitu sebagai 

badan pengontrol komite sekolah memantau hasil ujian akhir, 

mamantau siswa yang mendapatkan beasiswa atau prestasi. 

selain itu komite sekolah memantau alumni melalui data daftar 

alumni pada pihak TU. Ada cara lain yang dilakukan komite 

memantau output siswa adalah dengan menggerakkan semua 

dewan guru untuk menanyakan satu persatu jika ada yang 

sowan ke rumah. 
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d. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

1) Dalam hal penghubung mengenai perencanaan sekolah, komite 

sekolah telah melaksanakan perannya. Maksudnya setiap 

keputusan yang ada dalam rapat mendapat kesepakatan dengan 

masyarakat, bahkan ada yang berasal dari aspirasi atau 

keinginan dari masyarakat. Dalam perencanaan proses 

penyelenggaraan kegiatan sekolah misal dalam try out, ujian 

semester dan UN juga akan di informasikan kepada Komite 

sekolah. Sampai saat ini komite sekolah menjalin hubungan 

baik dengan masyarakat khususnya wali santri, dimana setiap 

ada hal-hal penting yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite 

sekolah tetap mengundang wali santri untuk mengadakan 

pertemuan. Seperti halnya pada kegiatan akan memasuki ujian 

nasional, pihak komite dan sekolah, mengundang orang tua 

wali santri untuk mengadakan istighosah bersama, selain itu 

pada acara jantiko mantab semua wali santri dan seluruh warga 

untuk bersedia hadir di acara tersebut. Dari situ terlihat ada 

keterlibatan dan hubungan baik antara komite sekolah dengan 

wali santri dan masyarakat sekitar. 

2) Peran kedua adalah penghubung dalam pelaksanaan program. 

Dengan mensosialisasikan kebijakan program sekolah kepada 



194 

masyarakat, menampung pengaduan dan keluhan masyarakat 

(Orang tua siswa) kepada sekolah. Komite sekolah MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar berperan dalam menampung aspirasi 

masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan 

maupun saran terhadap kebijakan dan program pendidikan. 

Keluhan tersebut disampaikan pada saat pertemuan wali santri 

yang di dalamnya ada dialog interaktif terhadap komite dan 

direktorat. Untuk membangun komunikasi dengan berbagai 

pihak sekolah, komite dapat menjalin tersebut melalui agenda 

rapat besar yang dilaksanakan pada akhir tahun ajaran yang 

disebut dengan workshop strategic planning. Dalam rapat 

tersebut semua keluarga besar Perguruan Ma’arif NU Kota 

Blitar serta komite sekolah hadir dalam agenda workshop 

tersebut. Selain workshop, komite sekolah juga mengikuti 

rapat dengan semua dewan guru MTs Ma’arif NU Kota Blitar  

pada rapat dengan dewan pimpinan direktorat. Agenda rapat 

tersebut bertujuan untuk penghubung antara komite dengan 

dewan guru Madrasah dalam upaya mewujudakan penjaminan 

mutu madrasah. 

3) Selain mediator dengan dewan guru dan wali murid terhadap 

pelaksanaan program sekolah, komite sekolah juga melakukan 

mediasi terhadap instansi lain. Instansi disini yang dimaksud 

adalah alumni, pengurus cabang NU Blitar dan kalangan NU 
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yang menjabat menjadi DPRD. Salah satu Pembina dalam 

struktur organisasi Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar adalah 

sekaligus pengurus Rois NU di Blitar, jadi apabila ada 

kegiatan atau masalah yang terkait dimadrasah dengan mudah 

menginformasikan tersebut langsung ke pengurus NU. Dalam 

hubungan terhadap  kalangan NU yang menjabat menjadi 

DPRD membantu dalam rangka pengembangan sekolah. 

Sedangkan terkait instansi dengan pembina Perguruan Ma’arif 

NU Kota Blitar yaitu KH. Imam Suhrowardi sekaligus Rois 

NU melakukan komunikasi pada agenda rapat dengan dewan 

guru yang sifatnya insedental. 

 

2. Temuan Penelitian Kasus II (SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung) 

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

1) Memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan 

penggunaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah. 

Dalam pertimbangan tersebut sangat berhubungan erat dengan 

anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. Alokasi 

anggaran tersebut dikhususkan untuk pengadaan sarana 

prasarana. Berkaitan sarana prasarana, komite sekolah tidak 

langsung memberikan masukan untuk menambahkan sarana 
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atau prasarana di sekolah, akan tetapi karena SMP Islam Sunan 

Gung Jati berada dibawah naungan yayasan dan pondok 

pesantren, maka akan berkoordinasi terhadap pihak yayasan, 

pondok pesantren, sekolah dan wali santri untuk 

mengkoordinasikan kebutuhan sarana prasarana yang ada 

disekolah. Mengingat kebutuhan sarana prasarana yang cukup 

besar dalam pengeluaran anggaran kebutuhan tersebut maka 

terdapat subsidi silang antara anggaran masukan dari sekolah, 

yayasan dan wali santri. Koordinasi tersebut dilaksanakan pada 

awal tahun ajaran baru antara komite sekolah, wali santri dan 

pihak sekolah untuk membahas anggaran yang bisa 

dimanfaatkan untuk sarana prasarana dalam bentuk uang 

jariyah. Berdasarkan koordinasi tersebut, komite sekolah dapat 

menentukan sarana/prasarana mana yang perlu diperbaiki atau 

diganti dengan yang baru. Sedangkan dalam pertimbangan 

tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah untuk 

perehapan ruang kelas, disesuaikan dengan masukan anggaran 

dari sekolah, dan apabila ada kurangnya, akan subsidi silang 

dengan yayasan. Anggaran tersebut sesuai dengan sasaran 

yang dipergunakan untuk melengkapi sarana prasarana 

disekolah. 

2) Berbicara perihal RAPBS/RKAS, pada agenda rapat tahunan, 

komite sekolah memberikan masukan serta mengesahkan 
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RAPBS tahun ajaran 2015/2016. Masukan yang diberikan 

komite sejauh ini hanya sebatas masukan secara umum dan 

tidak serta merta mengintimidasi kepala sekolah dalam 

merumuskan rencana pendapat dan pengeluaran sekolah. 

Sejauh ini komite sekolah lebih banyak langsung memberikan 

persetujuan terhadap usulan anggaran yang diajukan kepala 

sekolah dalam RAPBS dan RAKS, meskipun terkadang 

komite juga memberikan masukan-masukan apabila ada yang 

belum sesuai dengan kondisi anggaran sekolah. 

RAPBS/RKAS yang diajukan oleh sekolah sejauh ini dinilai 

telah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Setiap 

anggaran dana yang diusulkan kepala sekolah dalam RAPBS 

dan RKAS selalu mendapat dukungan positif dari komite 

sekolah. Selain itu, komite sekolah memberikan kepercayaan 

penuh kepada kepala sekolah untuk merumuskan anggaran 

yang memang diperlukan oleh sekolah. Apabila ada kurangnya 

anggaran yang telah tersusun, anggaran tersebut mengambil 

dari uang yayasan. 

3) Pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. Berkaitan 

dengan pengelolaan sekolah yang telah berjalan selama ini, 

komite sekolah melimpahkan kepada sekolah. Komite sekolah 

memberikan kewenangan yang lebih luas kepada kepala 

sekolah untuk mengelola sekolah dan bebas menentukan 
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sistem pengelolaan yang sesuai dengan sumber daya manusia. 

Hal tersebut bertujuan agar kepala sekolah memiliki kreativitas 

dan kemandirian penuh untuk mengelola sekolah dalam 

berbagai hal seperti sarana/prasarana, kurikulum, tenaga 

pendidik dan kegiatan KBM. Apabila ada masalah dan 

kekurangan yang dihadapi sekolah, komite sekolah sebagai 

badan pertimbangan dapat memberikan masukan dan solusi 

dari berbagai masalah pengelolaan sekolah tersebut yang 

diberikan pada saat rapat  dengan lembaga sekolah dan 

lembaga-lembaga lain. Segala yang akan dilaporkan dalam 

permasalah tersebut, sudah terkafer di acara rapat tersebut. 

4) Pertimbangan pada kurikulum muatan lokal sekolah. Sejak 

berdirinya SMP Islam Sunan Gunung Jati, pihak guru, komite 

sekolah dan yayasan telah memberikan pengenalan tentang 

Ahlussunnah Waljamaah. Maka dari itu, pertimbangan yang 

harus ada pada salah satu mata pelajaran pada kurikulum 

muatan lokal adalah tentang aswaja atau ke-NU-an. Buku ajar 

yang digunakan mengambil dari lembaga Perguruan Ma’arif 

NU Tulungagung. Pemerintah telah memberikan kewenangan 

bebas dalam kurikulum muatan lokal karena setiap kultur 

yanga ada di sekolah berbeda-beda, maka dari itu sekolah 

secara bebas mengelola kurikulum muatan lokal tersebut agar 

sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah. Selain 
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itu, dalam kurikulum muatan lokal tidak terlepas dari mata 

pelajaran Bahasa daerah, karena juga yang bertujuan untuk 

melestarikan, mengenalkan dan menguasahi Bahasa daerah 

walaupun Bahasa nasional di negara kita adalah Bahasa 

Indonesia. Hal lain, karena SMP Islam Sunan Gunung Jati 

berada di lingkungan pesantren, maka komite sekolah 

memberikan masukan atau pertimbangan untuk 

mengutamakan mata pelajaran diniyah atau keagamaan. 

5) Pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya satuan 

pendidikan. SMP Islam Sunan Gunung Jati memiliki tujuan 

sekolah untuk menghasilkan tamatan yang berkualitas, 

memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Selain 

itu, sekolah juga mengupayakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

sesuai dengan bakat dan minat siswa. Untuk mendukung 

semua tujuan tersebut, komite sekolah mempertimbangkan jika 

kiranya harus membutuhkan atau mendatangkan guru dari luar 

untuk menambah penguasaan skill bakat dan mianat siswa, 

bisa mendatangkan guru dari luar dimana anggarannya nanti 

diambil dari dana BOS. Dari usaha tersebut, telah terbukti 

dengan berbagai penghargaan prestasi yang telah didapat oleh 

sekolah. 
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b. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

1) Dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah. Dukungan 

yang dimaksud adalah mencarikan dana dalam pengajuan 

bentuk proposal. Pengadaan fasilitas sarana prasarana di SMP 

Islam Sunan Gunung Jati Ngunut masih kurang-kurang. Hal 

tersebut karena tidak hanya kebutuhan sekolah saja, akan 

tetapi asrama juga diperhatikan. Pembangunan rehap 4 kelas 

rencananya akan dibangun 3 lantai. Dana pembangunan 

tersebut subsidi silang dari pemerintah, yayasan, dan sekolah. 

2) Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite sekolah juga 

berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yang 

meliputi memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada 

disekolah, memobilisasi bantuan sarana dan prasarana, 

mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana di sekolah. 

Dukungan ini terlihat  dalam mengkoordinasikan dukungan 

sarana dan prasarana serta memobilisasi bantuan  sarana  dan  

prasarana. Koordinasi yang dilakukan komite sekolah adalah 

terlebih dahulu ke sekolah atau yayasan pesantren untuk 

mengetahui kebutuhan sekolah dan asrama lalu di 

pertimbangkan apa yang perlu didahulukan kebutuhannya. 

Apabila kebutuhan yang menyangkut dengan pesantren komite 
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sekolah berkoordinasi dengan pihak pesantren dan yayasan 

karena sistem sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

adalah Islamic Boarding School. Melihat jumlah siswa 

perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki, maka 

penyedian asrama putri lebih di dahulukan kebutuhannya. 

Selain itu komite sekolah membantu dengan menghimpun dan 

menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sekolah dalam 

bentuk kerja bakti ro’an. 

3) Bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah pemantauan  

terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau guru dan 

non pendidik atau staf karyawan. Dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. Kualitas pendidikan 

sangat  diperhatikan oleh komite, agar saat mengajar juga 

semakin terampil dan memliki wawasan dan ilmu yang 

semakin banyak sehingga diharapkan mampu meningkatkan 

SDM siswa secara optimal. Dukungan tersebut dengan 

mendatangkan narasumber psikolog pendidikan, motivator dan 

ustadz/kiyai. Hal lain guru-guru diusahakan mengikuti 

kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, Workshop, MGMP, 

diklat dan pelatiha-pelatihan lainnya guna meningkatkan mutu 

sekolah. 

4) Dukungan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, komite 

sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, sehingga 
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hubungan sekolah dengan wali santri atau masyarakat 

lingkungannya tetap berjalan lancar. Di SMP Islam Sunan 

Gunung Jati Ngunut dalam pengelolaan dana amal jariyah 

dibuat pada saat mengadakan rapat awal tahun ajaran baru 

yang dihadiri oleh wali santri, dewan guru, komite dan 

yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut juga terdapat ketentuan 

besaran dana amal jariyahnya, disosialisasikan penggunaan 

dan tujuan dana amal jariyah untuk sekolah. 

c. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

1) Terkait pengawasan proses pengambilan kebijakan, tidak 

berarti bahwa komite sekolah selalu dilibatkan secara langsung 

pada saat proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah 

memberikan laporan tentang kebijakan yang diambilnya 

kepada komite sekolah. Komite sekolah mendukung kebijakan 

yang telah diambil oleh sekolah, apabila memang sesuai 

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah.  Sejauh ini 

komite sekolah tidak atau belum pernah melakukan intimidasi 

dan pemaksaan kehendak tentang keputusan dan kebijakan 

yang diberlakukan di sekolah. Kepala sekolah diberi 

keleluasaan untuk mengambil kebijakan yang memang sesuai 

dengan kebutuhan sekolah dan melaporkannnya kepada komite 
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sekolah. Contohnya, ketika sekolah memutuskan waktu 

liburnya menjelang UN, dan sebelum diberikan surat edaran ke 

siswa batas waktu libur dan kembali ke sekolah/pondok, maka 

keputusan tersebut dilaporkan dan selanjutnya di 

pertimbangkan atau di setujui oleh komite sekolah. Selain 

dalam memantau perihal proses pengambilan kebijakan 

kebijakan, komite sekolah juga memantau proses KBM siswa, 

pelaksanaan UN, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam 

pengembangan minat bakat siswa. Selain itu, ekstrakurikuler 

juga dapat menjadi peluang prestasi yang membanggakan bagi 

sekolah. 

2) Komite sekolah juga melakukan pengawasan terhadap alokasi 

anggaran tanpa melakukan intimidasi berapa besar anggaran 

yang direncanakan untuk suatu kegiatan sekolah. Sejauh ini 

setiap alokasi anggaran yang diajukan oleh sekolah selalu 

didukung oleh komite sekolah karena dinilai penggunaannya 

telah sesuai dengan sasaran. Contohnya dalam biaya Les, try 

out dan UN secara rinci mencantumkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh wali santri. Selain itu dalam rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk 

dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah 

agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana 
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yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-

benar efektif dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan 

RAPBS/RKAS. 

3) Peran yang ketiga adalah memantau output, yaitu sebagai 

badan pengontrol dalam memantau hasil ujian akhir, 

memantau hasil prestasi yang didapat dari bidang akademik 

atau non akademik. Sedangkan untuk memantau alumni pihak 

komite tidak berdiri sendiri, tetapi dibantu oleh pihak alumni 

tingkat dan pihak sekolah yang berupa bentuk lisan dan 

tertulis. Untuk bentuk tertulis melalui pendataan dari sekolah. 

d. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut Tulungagung 

1) kaitannya dengan peran komite sebagai penghubung, komite 

sekolah mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa 

pada awal tahun. Hal ini dilakukan untuk membahas 

perkembangan sekolah dan rencana pengembangannya satu 

tahun ajaran ke depan. Semisal rencana pengembangan 

sekolah ini adalah menyediakan sarana prasarana untuk 

kelancaran proses KBM. SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut terus mengadakan pembangunan gedung atau ruang 

kelas untuk menyeimbangkan jumlah siswa yang ada. Melalui 

pertemuan atau rapat tersebut juga disosialisasikan kebijakan-
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kebijakan sekolah yang telah berlaku sejauh ini dan juga 

kebijakan baru kepada sekolah. Dalam kebijakannya ini misal 

dalam pengadaan uang jariyah yang digunakan pengembangan 

sarana prasarana sekaligus besaran uang jariyah yang 

diberikan yang nantinya akan disetujui bersama pada acara 

rapat tersebut. Hal lain dalam perencanaan proses 

penyelenggaraan kegiatan sekolah misal bertepatan pada akan 

diselenggarakannya UN, pada pertemuan tersebut akan di isi 

acara istighosah dan sosialisasi pasca UN dan nantinya akan 

diberi surat edaran pemberitahuan pengeluaran anggaraan pada 

pelaksanaan UN. 

2) Komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

berperan dalam menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini 

dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran terhadap 

kebijakan dalam program pendidikan. Beberapa wali santri 

menyampaikan keluhan kepada pihak sekolah terkait keadaan 

putranya yang bermasalah. Berdasarkan keluhan dan 

pengaduan tersebut jika sifatnya krusial, nantinya akan 

disampaikan ke komite sekolah untuk mencarikan solusi, dan 

apabila sekiranya pihak sekolah mampu untuk mengatasinya, 

maka akan langsung diatasi oleh sekolah tanpa melalui komite. 

Untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak 

sekolah, komite dapat menjalin tersebut melalui agenda rapat 
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triwulan. Dalam rapat tersebut terdiri dari gabungan pada 

yayasan, komite, dan sekolah. Agenda rapat tersebut bertujuan 

untuk penghubung antara komite dengan dewan guru 

Madrasah dalam upaya mewujudakan penjaminan mutu 

madrasah. Pada acara tersebut nantinya juga membahas 

evaluasi program sekolah yang sebelumnya dari pelaksanaan 

KBM, Kurikulum, anggaran RAPBS/RAKS dan lain-lain. Dari 

evaluasi tersebut juga akan direncanakan program sekolah 

berikutnya agar sesuai dengan target dan tujuan bersama yang 

sesuai dengan visi dan misi sekolah. 

3) Mediator dengan institusi lain. Prioritas mediator disini ke 

alumni dan pemerintah setempat. Misalnya, karena SMP Islam 

Sunan Gunung jati adalah dibawah naungan PPHM Ngunut, 

terdapat alumni dari pesantren yang menjadi dosen untuk 

dimintai bantuan soal masukan-masukan program sekolah atau 

yang lain guna meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan 

instansi dari pemerintah, SMP Islam Sunan Gunung jati adalah 

salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai program sekolah 

berbasis pesantren. Setiap tahunnya ada pembinaan diklat dari 

pemerintah yang termasuk di dalamnya subsidi bantuan dari 

pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah berbasis 

pesantren sekaligus pembinaan peningkatan kompetensi guru. 
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Diklat tersebut harus dihadiri oleh kepala sekolah dan 

beberapa wakil guru yang telah ditunjuk dari sekolah. Setelah 

ada pemberitahuan dari pusat, kepala sekolah, komite sekolah 

dan guru-guru lainnya mensosialisasikan pemberitahuan 

tersebut apabila ada persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, komite sekolah dapat memberikan rekomendasi pada 

program tersebut. 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Kasus Tunggal 

a. Kasus 1 (MTs Ma’arif NU Kota Blitar) 

Dari uraian secara rinci dalam temuan penelitian kasus I maka 

dapat ditemukan temuan pokok yang disajikan secara ringkas 

sebagai berikut: 

1) Peran komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai 

badan pertimbangan (Advisory Agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah memberikan pertimbangan 

terhadap sarana prasarana. Mengingat posisi sarana prasarana 

sangat penting untuk menyelenggarakan pembelajaran yang 

menyenangkan (PAKEM) sehingga peserta didik bisa belajar 

dengan optimal tanpa ada gagasan-gagasan yang bisa merusak 

suasana belajar. Komite sekolah juga memberi pertimbangan 

terhadap pengelolaan pendidikan. Kenyamanan proses KBM 

antara guru dan murid adalah prioritas yang di utamakan. 
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Apabila ada kurangnya kenyamanan yang dirasakan, komite 

sekolah akan memberi pertimbangan alternative kekurangan 

yang ada. Pengelolaan kurikulum juga perlu difikirkan, dalam 

hal ini dikhususkan pada kurikulum muatan lokal. Komite 

sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar memberikan pertimbangan 

terhadap pada kurikulum muatan lokal yang khususnya pada 

pembelajaran Ke-NU-an. Pada mata pelajaran Ke-NU-an 

tersebut lebih diutamakan, karena melihat madrasah dibawah 

naungan lembaga perguruan ma’arif NU. Komite sekolah juga 

memberi masukan untuk menyesuaikan materi-materi yang 

harus dikuasai dalam pengenalaan tentang NU. Hal lain 

pertimbangan yang dilakukan komite sekolah adalah tentang 

kompetensi sumber daya satuan pendidikan. Kemampuan pada 

setiap orang jika tidak di imbangi dengan penguasaan skill yang 

dimiliki pastinya akan tertinggal dengan tuntutan zaman. Tidak 

hanya knowledge saja yang di kuasai tapi juga ketrampilannya. 

Dari pertimbangan tersebut MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

memberikan penguasaan ketrampilan lewat kegiatan 

ekstrakurikuler. Dengan melihat potensi yang ada pada peserta 

didik, maka pihak sekolah dan komite menyediakan 19 macam 

ekstrakurikuler yang bisa di ikuti oleh semua peserta didik. 

Disitu komite sekolah memberikan pertimbangan apa saja 

ketersediaan ekstrakurikuler di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 
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begitupun penyediaan jam ekstrakurikuler yang ada 19 macam 

tersebut.  

2) Peran komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai 

badan pendukung (supporting agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah melakukan dukungan dengan  

mencarikan dana/pendanaan. MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

adalah salah satu lembaga yang cukup besar, secara otomatis 

kebutuhan dana untuk menyongkongnya juga banyak sekali. 

Termasuk dalam mencarikan dana pengadaan pengembangan 

gedung dilingkup madrasah. Selain dukungan soal 

dana/pendanaan, komite sekolah juga berperan dalam  

pengelolaan  sarana  dan prasarana. Dukungan  ini  terlihat  

dalam  memantau  kondisi  sarana  dan prasarana yang ada di 

sekolah. Untuk lebih memperlancar pemantauan tersebut, 

komite sekolah melakukan koordinasi dari laporan salah pihak 

guru, dan selanjutnya untuk ditindak lanjuti oleh komite sekolah 

bersama dewan guru madrasah. Bentuk dukungan lain dari 

komite sekolah adalah pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga 

pendidik di sekolah atau guru dan non pendidik atau staf 

karyawan. Dukungan yang diberikan adalah sebuah bentuk 

moril dan motivasi. Kualitas  pendidikan sangat  diperhatikan  

oleh  komite,  agar  saat  mengajar  juga semakin terampil dan 

memliki wawasan dan ilmu yang semakin banyak sehingga 
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diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara optimal. 

Dukungan hal lain adalah dalam pengelolaan anggaran 

pendidikan, komite sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, 

sehingga hubungan sekolah dengan wali santri atau masyarakat 

lingkungannya tetap berjalan lancar. Di MTs Ma’arif NU Kota 

Blitar prosedur pengelolaan dana infaq dibuat pada saat 

mengadakan rapat workshop yang dihadiri dari seluruh keluarga 

besar Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar. 

3) Peran komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai 

badan pengontrol (controlling agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah melakukan beberepa aktifitas, yaitu 

Pihak komite untuk meningkatkan mutu sekolah atau lembaga 

juga melakukan control penjaminan mutu. Selain itu juga 

memantau perihal proses belajar. Hal lain komite sekolah juga 

memantau kegiatan ekstrakurikuler guna memaksimalkan 

pengembangan minat bakat siswa. Dalam rangka transparansi 

penggunaan alokasi dana pendidikan dan sekaligus agar lebih 

dapat dipertanggungjawabkan, komite sekolah melakukan 

pengawasan dalam penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah). 

Selain itu juga mengontrol anggaran masuk dan pengeluaran 

anggaran RKAM. Sebagai badan pengontrol komite sekolah 

memantau hasil ujian akhir, mamantau siswa yang mendapatkan 
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beasiswa atau prestasi. selain itu komite sekolah memantau 

alumni melalui data daftar alumni pada pihak TU.  

4) Peran komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai 

badan penghubung (mediator agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah, komite sekolah menjalin hubungan 

baik dengan masyarakat khususnya wali santri, dimana setiap 

ada hal-hal penting yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite 

sekolah tetap mengundang wali santri untuk mengadakan 

pertemuan. Seperti halnya pada kegiatan akan memasuki ujian 

nasional, pihak komite dan sekolah, mengundang orang tua wali 

santri untuk mengadakan istighosah bersama, selain itu pada 

acara jantiko mantab semua wali santri dan seluruh warga untuk 

bersedia hadir di acara tersebut. Dari situ terlihat ada 

keterlibatan dan hubungan baik antara komite sekolah dengan 

wali santri dan masyarakat sekitar. Hal lain dalam pelaksanaan 

program sekolah, komite mensosialisasikan kebijakan program 

sekolah kepada masyarakat, menampung pengaduan dan 

keluhan masyarakat (Orang tua siswa) kepada sekolah. Komite 

sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar berperan dalam 

menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa 

pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan 

program pendidikan. Selain mediator dengan dewan guru dan 

wali murid terhadap pelaksanaan program sekolah, komite 
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sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain. Instansi 

disini yang dimaksud adalah alumni, pengurus cabang NU Blitar 

dan kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD Dalam 

hubungan terhadap kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD 

membantu dalam rangka pengembangan sekolah. 

 

b. Kasus II (SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut) 

 Dari uraian secara rinci dalam temuan penelitian kasus II 

maka dapat ditemukan temuan pokok yang disajikan secara ringkas 

sebagai berikut: 

1) Peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

sebagai badan pertimbangan (advisory agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan 

pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan sekolah. Dalam pertimbangan 

tersebut sangat berhubungan erat dengan anggaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah. Mengingat kebutuhan sarana 

prasarana yang cukup besar dalam pengeluaran anggaran 

kebutuhan tersebut maka terdapat subsidi silang antara 

anggaran masukan dari sekolah, yayasan dan wali santri. 

Berbicara perihal RAPBS/RKAS, pada agenda rapat tahunan, 

komite sekolah memberikan masukan serta mengesahkan 

RAPBS tahun ajaran 2015/2016. Masukan yang diberikan 

komite sejauh ini hanya sebatas masukan secara umum dan 
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tidak serta merta mengintimidasi kepala sekolah dalam 

merumuskan rencana pendapat dan pengeluaran sekolah. Hal 

lain komite sekolah melakukan pertimbangan terhadap 

pengelolaan pendidikan. Berkaitan dengan pengelolaan 

sekolah yang telah berjalan selama ini, komite sekolah 

melimpahkan kepada sekolah. Komite sekolah memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada kepala sekolah untuk 

mengelola sekolah dan bebas menentukan sistem pengelolaan 

yang sesuai dengan sumber daya manusia. Hal tersebut 

bertujuan agar kepala sekolah memiliki kreativitas dan 

kemandirian penuh untuk mengelola sekolah dalam berbagai 

hal seperti sarana/prasarana, kurikulum, tenaga pendidik dan 

kegiatan KBM. Untuk pertimbangan pengelolaan kurikulum 

muatan lokal Sejak berdirinya SMP Islam Sunan Gunung Jati, 

pihak guru, komite sekolah dan yayasan telah memberikan 

pengenalan tentang Ahlussunnah Waljamaah. Maka dari itu, 

pertimbangan yang harus ada pada salah satu mata pelajaran 

pada kurikulum muatan lokal adalah tentang aswaja atau ke-

NU-an. Buku ajar yang digunakan mengambil dari lembaga 

Perguruan Ma’arif NU Tulungagung. Untuk meningkatkan 

kompetensis sumber daya satuan pendidikan, pada awalnya 

SMP Islam Sunan Gunung Jati memiliki tujuan sekolah untuk 

menghasilkan tamatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan 
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dan ketrampilan yang memadai. Selain itu, sekolah juga 

mengupayakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan 

bakat dan minat siswa. Untuk mendukung semua tujuan 

tersebut, komite sekolah mempertimbangkan jika kiranya 

harus membutuhkan atau mendatangkan guru dari luar untuk 

menambah penguasaan skill bakat dan mianat siswa, bisa 

mendatangkan guru dari luar dimana anggarannya nanti 

diambil dari dana BOS. Dari usaha tersebut, telah terbukti 

dengan berbagai penghargaan prestasi yang telah didapat oleh 

sekolah. 

2) Peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

sebagai badan pendukung (supporting agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah adalah dengan 

memberikan Dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah. 

Dukungan yang dimaksud adalah mencarikan dana dalam 

pengajuan bentuk proposal. Pengadaan fasilitas sarana 

prasarana di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut masih 

kurang-kurang. Hal tersebut karena tidak hanya kebutuhan 

sekolah saja yang difikirkan, akan tetapi asrama juga 

diperhatikan. Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite 

sekolah juga berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana. 

Dukungan ini terlihat dalam mengkoordinasikan dukungan 

sarana dan prasarana serta memobilisasi bantuan  sarana  dan  
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prasarana. Koordinasi yang dilakukan komite sekolah adalah 

terlebih dahulu ke sekolah atau yayasan pesantren untuk 

mengetahui kebutuhan sekolah dan asrama lalu di 

pertimbangkan apa yang perlu didahulukan kebutuhannya. 

Apabila kebutuhan yang menyangkut dengan pesantren komite 

sekolah berkoordinasi dengan pihak pesantren dan yayasan 

karena sistem sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

adalah Islamic Boarding School. Melihat jumlah siswa 

perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki, maka 

penyedian asrama putri lebih di dahulukan kebutuhannya. 

Selain itu komite sekolah membantu dengan menghimpun dan 

menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sekolah dalam 

bentuk kerja bakti ro’an. Bentuk dukungan lain dari komite 

sekolah adalah pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik 

di sekolah atau guru dan non pendidik atau staf karyawan. 

Dukungan yang diberikan adalah sebuah bentuk moril dan 

motivasi. Dukungan lain dari komite adalah dalam pengelolaan 

anggaran pendidikan, komite sekolah tetap diikut sertakan atau 

dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan wali santri atau 

masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Di SMP Islam 

Sunan Gunung Jati Ngunut dalam pengelolaan dana amal 

jariyah dibuat pada saat mengadakan rapat awal tahun ajaran 

baru yang dihadiri oleh wali santri, dewan guru, komite dan 
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yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut juga terdapat ketentuan 

besaran dana amal jariyahnya, disosialisasikan penggunaan 

dan tujuan dana amal jariyah untuk sekolah. 

3) Peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

sebagai badan pengontrol (controlling agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah, terkait pengawasan 

proses pengambilan kebijakan, tidak berarti bahwa komite 

sekolah selalu dilibatkan secara langsung pada saat proses 

pengambilan keputusan. Kepala sekolah memberikan laporan 

tentang kebijakan yang diambilnya kepada komite sekolah. 

Komite sekolah mendukung kebijakan yang telah diambil oleh 

sekolah, apabila memang sesuai dengan situasi, kondisi dan 

kebutuhan sekolah. Komite sekolah juga melakukan 

pengawasan terhadap alokasi anggaran tanpa melakukan 

intimidasi berapa besar anggaran yang direncanakan untuk 

suatu kegiatan sekolah. Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang 

diajukan oleh sekolah selalu didukung oleh komite sekolah 

karena dinilai penggunaannya telah sesuai dengan sasaran. 

Selain itu komite sekolah  memantau output sekolah, aktivitas 

yang dilakukan komite berupa memantau hasil ujian akhir, 

memantau hasil prestasi yang didapat dari bidang akademik 

atau non akademik. Sedangkan untuk memantau alumni pihak 

komite tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibantu oleh pihak 
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alumni tingkat dan pihak sekolah yang berupa bentuk lisan dan 

tertulis. Untuk bentuk tertulis melalui pendataan dari sekolah. 

4) Peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut 

sebagai badan penghubung (mediator agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah melakukan 

hubungan tethadap wali santri. Hubungan tersebut dilakukan 

pada saat mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua 

siswa pada awal tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan untuk 

membahas perkembangan sekolah dan rencana 

pengembangannya satu tahun ajaran ke depan. Komite sekolah 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut berperan dalam 

menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa 

pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dalam 

program pendidikan. Selain itu komite sekolah melakukan 

mediasi terhadap institusi lain. Prioritas mediator disini ke 

alumni dan pemerintah setempat. Misalnya, karena SMP Islam 

Sunan Gunung jati adalah dibawah naungan PPHM Ngunut, 

terdapat alumni dari pesantren yang menjadi dosen untuk 

dimintai bantuan soal masukan-masukan program sekolah atau 

yang lain guna meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan 

instansi dari pemerintah, SMP Islam Sunan Gunung jati adalah 

salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai program sekolah 

berbasis pesantren. Setiap tahunnya ada pembinaan diklat dari 
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pemerintah yang termasuk di dalamnya subsidi bantuan dari 

pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah berbasis 

pesantren sekaligus pembinaan peningkatan kompetensi guru. 

Setelah ada pemberitahuan dari pusat tentang penyaluran 

subsidi bantuan dari pemerintah untuk mensukseskan program 

penyaluran dan pemanfaatan bantuan peningkatan mutu 

sekolah berbasis pesantren, kepala sekolah, komite sekolah dan 

guru-guru lainnya mensosialisasikan pemberitahuan tersebut 

apabila ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, 

komite sekolah dapat memberikan rekomendasi pada program 

tersebut. 

 

2. Analisis Lintas Kasus 

Berdasarkan hasil analisis setiap kasus selanjutnya akan 

dianalisis secara lintas kasus. Dalam analisis ini akan dibahas 

persamaan dan juga perbedaan dari hasil temuan dari kedua kasus 

untuk masing-masing fokus. Selanjutnya akan ditarik temuan lintas 

kasus dari setiap fokus penelitian dan digunakan untuk menyusun 

proposisi lintas kasus. 

a. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung  
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Dari hasil analisis kasus I diperoleh temuan bahwa peran 

komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai badan 

pertimbangan (Advisory Agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah memberikan pertimbangan 

terhadap sarana prasarana. Mengingat posisi sarana prasarana 

sangat penting untuk menyelenggarakan pembelajaran yang 

menyenangkan (PAKEM) sehingga peserta didik bisa belajar 

dengan optimal tanpa ada gagasan-gagasan yang bisa merusak 

suasana belajar. Komite sekolah juga memberi pertimbangan 

terhadap pengelolaan pendidikan. Kenyamanan proses KBM 

antara guru dan murid adalah prioritas yang diutamakan. 

Apabila ada kurangnya kenyamanan yang dirasakan, komite 

sekolah akan memberi pertimbangan alternative kekurangan 

yang ada. Pengelolaan kurikulum juga perlu difikirkan, dalam 

hal ini dikhususkan pada kurikulum muatan lokal. Komite 

sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar memberikan pertimbangan 

terhadap pada kurikulum muatan lokal yang khususnya pada 

pembelajaran Ke-NU-an. Pada mata pelajaran Ke-NU-an 

tersebut lebih diutamakan, karena melihat madrasah dibawah 

naungan Lembaga Perguruan Ma’arif NU. Komite sekolah juga 

memberi masukan untuk menyesuaikan materi-materi yang 

harus dikuasai dalam pengenalaan tentang NU. Hal lain 

pertimbangan yang dilakukan komite sekolah adalah tentang 
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kompetensi sumber daya satuan pendidikan. Kemampuan pada 

setiap orang jika tidak di imbangi dengan penguasaan skill yang 

dimiliki pastinya akan tertinggal dengan tuntutan zaman. Tidak 

hanya knowledge saja yang di kuasai tapi juga ketrampilannya. 

Dari pertimbangan tersebut MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

memberikan penguasaan ketrampilan lewat kegiatan 

ekstrakurikuler. Dengan melihat potensi yang ada pada peserta 

didik, maka pihak sekolah dan komite menyediakan 19 macam 

ekstrakurikuler yang bisa di ikuti oleh semua peserta didik. 

Disitu komite sekolah memberikan pertimbangan apa saja 

ketersediaan ekstrakurikuler di MTs Ma’arif NU Kota Blitar 

begitupun penyediaan jam ekstrakurikuler yang ada 19 macam 

tersebut.  

Sementara dari hasil analisis kasus II diperoleh temuan 

bahwa peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut sebagai badan pertimbangan (advisory agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah memberikan 

pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan sekolah. Dalam pertimbangan 

tersebut sangat berhubungan erat dengan anggaran yang dapat 

dimanfaatkan oleh sekolah. Mengingat kebutuhan sarana 

prasarana yang cukup besar dalam pengeluaran anggaran 

kebutuhan tersebut maka terdapat subsidi silang antara anggaran 
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masukan dari sekolah, yayasan dan wali santri. Berbicara perihal 

RAPBS/RKAS, pada agenda rapat tahunan, komite sekolah 

memberikan masukan serta mengesahkan RAPBS tahun ajaran 

2015/2016. Masukan yang diberikan komite sejauh ini hanya 

sebatas masukan secara umum dan tidak serta merta 

mengintimidasi kepala sekolah dalam merumuskan rencana 

pendapat dan pengeluaran sekolah. Hal lain komite sekolah 

melakukan pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. 

Berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang telah berjalan 

selama ini, komite sekolah melimpahkan kepada sekolah. 

Komite sekolah memberikan kewenangan yang lebih luas 

kepada kepala sekolah untuk mengelola sekolah dan bebas 

menentukan sistem pengelolaan yang sesuai dengan sumber 

daya manusia. Hal tersebut bertujuan agar kepala sekolah 

memiliki kreativitas dan kemandirian penuh untuk mengelola 

sekolah dalam berbagai hal seperti sarana/prasarana, kurikulum, 

tenaga pendidik dan kegiatan KBM. Untuk pertimbangan 

pengelolaan kurikulum muatan lokal sejak berdirinya SMP 

Islam Sunan Gunung Jati, pihak guru, komite sekolah dan 

yayasan telah memberikan pengenalan tentang Ahlussunnah 

Waljamaah. Maka dari itu, pertimbangan yang harus ada pada 

salah satu mata pelajaran pada kurikulum muatan lokal adalah 

tentang aswaja atau ke-NU-an. Buku ajar yang digunakan 
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mengambil dari lembaga Perguruan Ma’arif NU Tulungagung. 

Untuk meningkatkan kompetensis sumber daya satuan 

pendidikan, pada awalnya SMP Islam Sunan Gunung Jati 

memiliki tujuan sekolah untuk menghasilkan tamatan yang 

berkualitas, memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang 

memadai. Selain itu, sekolah juga mengupayakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. 

Untuk mendukung semua tujuan tersebut, komite sekolah 

mempertimbangkan jika kiranya harus membutuhkan atau 

mendatangkan guru dari luar untuk menambah penguasaan skill 

bakat dan mianat siswa, bisa mendatangkan guru dari luar 

dimana anggarannya nanti diambil dari dana BOS. Dari usaha 

tersebut, telah terbukti dengan berbagai penghargaan prestasi 

yang telah didapat oleh sekolah. 

Berdasarkan analisis lintas kasus, terdapat persamaan 

antara kedua temuan yaitu peran komite sekolah sebagai badan 

pertimbangan (advisory agency) dalam implementasi 

manajemen berbasis sekolah meliputi memberikan 

pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan 

prasarana, memberi pertimbangan terhadap pengelolaan 

pendidikan, memberi pertimbangam dalam pengelolaan 

kurikulum, dalam hal ini dikhususkan pada kurikulum muatan 

lokal, memberikan pertimbangan tentang kompetensi sumber 
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daya satuan pendidikan dalam pengadaan kegiatan 

ekstrakurikuler. Adapun perbedaannya terletak pada buku ajar 

pada kasus I mata pelajaran Ke-NU-an  membuat sendiri oleh 

kalangan NU atau Kiyai yang menjadi guru di sekolah. 

Sedangkan pada kasus II buku ajarnya mengambil dari LP 

Ma’arif NU Tulungagung. Perbedaan lain adalah pada kasus I 

penyedia guru untuk pengembangan bakat minat siswa, guru 

ekstrakurikulir mayoritas atau lebih diutamakan pada guru 

dalam. Sedangkan pada kasus II menerima guru dari luar untuk 

memaksimalkan penyediaan kegiatan ektrakurikuler dalam 

penguasaan dan pengembangan skill minat bakat siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa temuan lintas 

kasus untuk fokus pertama dalam penelitian ini adalah peran 

komite sekolah sebagai badan pertimbangan (advisory agency) 

dalam implementasi MBS yaitu memberikan pertimbangan 

terhadap penyediaan dan penggunaan sarana dan prasarana, 

pengelolaan pendidikan, pengelolaan kurikulum yang khususnya 

pada kurikulum muatan lokal, dan memberikan pertimbangan 

tentang kompetensi sumber daya satuan pendidikan dalam 

pengadaan kegiatan ekstrakurikuler.  

Berdasarkan temuan kedua kasus di atas, dirangkum 

dalam bentuk perbandingan pada tabel berikut ini: 
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Tabel  4.1 Matrik Temuan Lintas Kasus Fokus I 

Fokus  Temuan Penelitian Kasus I Temuan Penelitian Kasus II TemuanLintas Kasus 

Peran Komite 

Sekolah Sebagai 

Badan 

pertimbangan 

(Advisory 

Agency) dalam 

Implementasi 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolah 

1) Memberikan pertimbangan terhadap sarana 

prasarana. Mengingat posisi sarana prasarana 

sangat penting untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang menyenangkan (PAKEM) 

sehingga peserta didik bisa belajar dengan optimal 

tanpa ada gagasan-gagasan yang bisa merusak 

suasana belajar. Format yang dikemas dalam 

pertimbanagn ini, karena komite sekolah adalah 

sebagai mitra dan partner sekolah, maka yang bisa 

dilakukan adalah bagaimana pertimbangan yang 

akan dilakukan apabila input madrasah melebihi 

kapasitas yang ada. komite sekolah sebagai badan 

pertimbangan yang hubungannya sarana prasana 

dilihat dari prioritas yang ada. Dimana Kebutuhan 

yang mendesak didahulukan terlebih dahulu. 

2) Pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. 

Kenyamanan proses KBM antara guru dan murid 

adalah prioritas yang di utamakan. Apabila ada 

kurangnya kenyamanan yang dirasakan, komite 

sekolah akan memberi pertimbangan alternative 

kekurangan yang ada. Pertimbangan pada 

kekurangan yang ada di sekolah, pastinya di 

diskusikan pada saat rapat. Disaat itulah semua 

sumber daya disekolah secara bebas memberikan 

informasi yang ada untuk disampaikan oleh komite 

1) Memberikan pertimbangan terhadap penyediaan 

dan penggunaan sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan sekolah. Dalam pertimbangan 

tersebut sangat berhubungan erat dengan 

anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh sekolah. 

Alokasi anggaran tersebut untuk pengadaan 

sarana prasarana. Berkaitan sarana prasarana, 

komite sekolah tidak langsung memberikan 

masukan untuk menambahkan sarana atau 

prasarana di sekolah, akan tetapi karena SMP 

Islam Sunan Gung Jati berada dibawah naungan 

yayasan dan pondok pesantren, maka akan 

berkoordinasi terhadap pihak yayasan, pondok 

pesantren, sekolah dan wali santri untuk 

mengkoordinasikan kebutuhan sarana prasarana 

yang ada disekolah. 

2) Sejauh ini komite sekolah lebih banyak langsung 

memberikan persetujuan terhadap usulan 

anggaran yang diajukan kepala sekolah dalam 

RAPBS dan RAKS, meskipun terkadang komite 

juga memberikan masukan-masukan apabila ada 

yang belum sesuai dengan kondisi anggaran 

sekolah. RAPBS/RKAS yang diajukan oleh 

sekolah sejauh ini dinilai telah sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan sekolah. Setiap anggaran 

Peran komite sekolah sebagai 

badan pertimbangan 

(advisory agency) dalam 

implementasi manajemen 

berbasis sekolah di kedua 

lembaga pendidiksn Islam ini 

meliputi memberikan 

pertimbangan terhadap 

penyediaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana, 

memberi pertimbangan 

terhadap pengelolaan 

pendidikan, memberi 

pertimbangam dalam 

pengelolaan kurikulum, 

dalam hal ini dikhususkan 

pada kurikulum muatan 

lokal, memberikan 

pertimbangan tentang 

kompetensi sumber daya 

satuan pendidikan dalam 

pengadaan kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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sekolah. 

3) Kurikulum sekarang karena menyesuaikan dari 

pemerintah maka juga menyerahkan pada pihak 

sekolah. Hanya saja pada kurikulum muatan lokal 

yang khususnya pada pembelajaran Ke-NU-an 

lebih diutamakan, karena melihat madrasah 

dibawah naungan lembaga perguruan ma’arif NU. 
Dalam hal ini, kurikulum muatan lokal pada ke-

NU-an, pihak Asatidz dan Kiyai yang juga sebagai 

anggota komite dalam tokoh masyarakat 

memberikan masukan atau pertimbangan pada isi 

materi yang dibahas pada buku ke-NU-an. 

Mengingat santri/siswa yang masuk ke MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar belum tentu disekolahnya 
dulu mendapatkan materi tentang ke-NU-an. Disitu 

komite sekolah memberi masukan untuk 

menyesuaikan materi-materi yang harus dikuasai 

dalam pengenalaan tentang NU. Jadi, pegangan 

buku ajar tentang ke-NU-an membuat sendiri dan 

itu sudah berjalan sekitar empat sampai lima 

tahunan, begitupun disahkan oleh pihak kiyai 

sekaligus komite sekolah bagian tokoh masyarakat. 

4) Pertimbangan terhadap kompetensi sumber daya 

satuan pendidikan. Kemampuan pada setiap orang 

jika tidak di imbangi dengan penguasaan skill yang 

dimiliki pastinya akan tertinggal dengan tuntutan 

zaman. Tidak hanya knowledge saja yang di kuasai 

tapi juga ketrampilannya. Di sekolah pasti 

dana yang diusulkan kepala sekolah dalam 

RAPBS dan RKAS selalu mendapat dukungan 

positif dari komite sekolah. Selain itu, komite 

sekolah memberikan kepercayaan penuh kepada 

kepala sekolah untuk merumuskan anggaran yang 

memang diperlukan oleh sekolah. Apabila ada 

kurangnya anggaran yang telah tersusun, 

anggaran tersebut mengambil dari uang yayasan. 

3) Pertimbangan terhadap pengelolaan pendidikan. 

Berkaitan dengan pengelolaan sekolah yang telah 

berjalan selama ini, komite sekolah melimpahkan 

kepada sekolah. Komite sekolah memberikan 

kewenangan yang lebih luas kepada kepala 

sekolah untuk mengelola sekolah dan bebas 

menentukan sistem pengelolaan yang sesuai 

dengan sumber daya manusia. Apabila ada 

masalah dan kekurangan yang dihadapi sekolah, 

komite sekolah sebagai badan pertimbangan 

dapat memberikan masukan dan solusi dari 

berbagai masalah pengelolaan sekolah tersebut 

yang diberikan pada saat rapat  dengan lembaga 

sekolah dan lembaga-lembaga lain. Segala yang 

akan dilaporkan dalam permasalah tersebut, 

sudah terkafer di acara rapat tersebut. 

4) Pertimbangan pada kurikulum muatan lokal 

sekolah. Sejak berdirinya SMP Islam Sunan 

Gunung Jati, pihak guru, komite sekolah dan 

yayasan telah memberikan pengenalan tentang 

Ahlussunnah Waljamaah. Maka dari itu, 
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memberikan bekal ketrampilan guna bisa 

menambah wawasan dan keahlian yang dimiliki 

pada kompetensi yang ada. Begitupun di MTs 

Ma’arif NU Kota Blitar memberikan penguasaan 
ketrampilan lewat kegiatan ekstrakurikuler. Melihat 

potensi yang ada pada peserta didik, maka pihak 

sekolah dan komite menyediakan 19 macam 

ekstrakurikuler yang bisa di ikuti oleh semua 

peserta didik. Disitu komite sekolah 

memberikan pertimbangan apa saja 

ketersediaan ekstrakurikuler di MTs Ma’arif 
NU Kota Blitar begitupun penyediaan jam 

ekstrakurikuler yang ada 19 macam tersebut. 

pertimbangan yang harus ada pada salah satu 

mata pelajaran pada kurikulum muatan lokal 

adalah tentang aswaja atau ke-NU-an. Buku ajar 

yang digunakan mengambil dari lembaga 

Perguruan Ma’arif NU Tulungagung 

5) pendidikan. SMP Islam Sunan Gunung Jati 

memiliki tujuan sekolah untuk menghasilkan 

tamatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan yang memadai. Selain itu, 

sekolah juga mengupayakan kegiatan 

ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan 

minat siswa. Untuk mendukung semua tujuan 

tersebut, komite sekolah mempertimbangkan jika 

kiranya harus membutuhkan atau mendatangkan 

guru dari luar untuk menambah penguasaan skill 

bakat dan mianat siswa, bisa mendatangkan guru 

dari luar dimana anggarannya nanti diambil dari 

dana BOS. Dari usaha tersebut, telah terbukti 

dengan berbagai penghargaan prestasi yang telah 

didapat oleh sekolah. 
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b. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung  

Dari hasil analisis kasus I diperoleh temuan bahwa peran 

komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai badan 

pendukung (supporting agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah melakukan dukungan dengan mencarikan 

dana/pendanaan. MTs Ma’arif NU Kota Blitar adalah salah satu 

lembaga yang cukup besar, secara otomatis kebutuhan dana 

untuk menyongkongnya juga banyak sekali. Termasuk dalam 

mencarikan dana pengadaan pengembangan gedung dilingkup 

madrasah. Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite 

sekolah juga berperan dalam  pengelolaan  sarana  dan 

prasarana. Dukungan  ini  terlihat  dalam  memantau  kondisi  

sarana  dan prasarana yang ada di sekolah. Untuk lebih 

memperlancar pemantauan tersebut, komite sekolah melakukan 

koordinasi dari laporan salah pihak guru, dan selanjutnya untuk 

ditindak lanjuti oleh komite sekolah bersama dewan guru 

madrasah. Bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah 

pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau 

guru dan non pendidik atau staf karyawan. Dukungan yang 

diberikan adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. Kualitas  
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pendidikan sangat  diperhatikan  oleh  komite,  agar  saat  

mengajar  juga semakin terampil dan memliki wawasan dan 

ilmu yang semakin banyak sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan SDM siswa secara optimal. Dukungan hal lain 

adalah dalam pengelolaan anggaran pendidikan, komite sekolah 

tetap diikut sertakan atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah 

dengan wali santri atau masyarakat lingkungannya tetap berjalan 

lancar. Di MTs Ma’arif NU Kota Blitar prosedur pengelolaan 

dana infaq dibuat pada saat mengadakan rapat workshop yang 

dihadiri dari seluruh keluarga besar Perguruan Ma’arif NU Kota 

Blitar. 

Sementara dari hasil analisis kasus II diperoleh temuan 

bahwa peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut sebagai badan pendukung (supporting agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah adalah dengan 

memberikan dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah. 

Dukungan yang dimaksud adalah mencarikan dana dalam 

pengajuan bentuk proposal. Pengadaan fasilitas sarana prasarana 

di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut masih kurang-kurang. 

Hal tersebut karena tidak hanya kebutuhan sekolah saja yang 

difikirkan, akan tetapi asrama juga diperhatikan. Selain 

dukungan soal dana/pendanaan, komite sekolah juga berperan 

dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Dukungan ini terlihat 
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dalam mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana serta 

memobilisasi bantuan  sarana  dan  prasarana. Koordinasi yang 

dilakukan komite sekolah adalah terlebih dahulu ke sekolah atau 

yayasan pesantren untuk mengetahui kebutuhan sekolah dan 

asrama lalu di pertimbangkan apa yang perlu didahulukan 

kebutuhannya. Apabila kebutuhan yang menyangkut dengan 

pesantren komite sekolah berkoordinasi dengan pihak pesantren 

dan yayasan karena sistem sekolah SMP Islam Sunan Gunung 

Jati Ngunut adalah Islamic Boarding School. Melihat jumlah 

siswa perempuan lebih banyak dari pada siswa laki-laki, maka 

penyediaan asrama putri lebih di dahulukan kebutuhannya. 

Selain itu komite sekolah membantu dengan menghimpun dan 

menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk sekolah dalam 

bentuk kerja bakti ro’an. Bentuk dukungan lain dari komite 

sekolah adalah pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik 

di sekolah atau guru dan non pendidik atau staf karyawan. 

Dukungan yang diberikan adalah sebuah bentuk moril dan 

motivasi. Dukungan lain dari komite adalah dalam pengelolaan 

anggaran pendidikan, komite sekolah tetap diikut sertakan atau 

dilibatkan, sehingga hubungan sekolah dengan wali santri atau 

masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Di SMP Islam 

Sunan Gunung Jati Ngunut dalam pengelolaan dana amal 

jariyah dibuat pada saat mengadakan rapat awal tahun ajaran 
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baru yang dihadiri oleh wali santri, dewan guru, komite dan 

yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut juga terdapat ketentuan 

besaran dana amal jariyahnya, disosialisasikan penggunaan dan 

tujuan dana amal jariyah untuk sekolah. 

Berdasarkan analisis lintas kasus, terdapat persamaan 

antara kedua temuan yaitu peran komite sekolah sebagai badan 

pendukung (supporting agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah adalah dengan memberikan dukungan terhadap 

dana atau pendanaan sekolah, pengelolaan sarana dan prasarana, 

pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di sekolah atau 

guru dan non pendidik atau staf karyawan, dukungan yang 

diberikan adalah sebuah bentuk moril dan motivasi, dan 

dukungan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Adapun 

perbedaannya terletak pada kasus I pengelolaan anggaran 

pendidikan terdapat dana infaq yang dilaksanakan pada awal 

tahun ajaran pada penerimaan peserta didik baru diperuntukkan 

untuk subsidi siswa kurang mampu serta bantuan sosial. 

Sedangkan pada kasus II terdapat uang jariyah dari wali santri 

yang khusus penggunaanya untuk pengembangan sarana 

prasarana sekolah. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan lintas 

kasus untuk fokus kedua dalam penelitian ini adalah peran 

komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting agency) 
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dalam implementasi MBS  yaitu memberikan dukungan 

terhadap dana atau pendanaan sekolah, pengelolaan sarana dan 

prasarana, pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di 

sekolah atau guru dan non pendidik atau staf karyawan, 

dukungan yang diberikan adalah sebuah bentuk moril dan 

motivasi, serta dukungan lain terhadap pengelolaan anggaran 

pendidikan. 

Berdasarkan temuan pada kedua kasus diatas, penelitian 

tentang peran komite sekolah sebagai badan pendukung 

(supporting agency) dalam implementasi MBS  dirangkum 

dalam bentunk perbandingan pada tabel berikut ini: 
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Tabel  4.2 Matrik Temuan Lintas Kasus Fokus II 

Fokus Temuan Penelitian Kasus I Temuan Penelitian Kasus II TemuanLintas Kasus 

Peran Komite 

Sekolah Sebagai 

Badan pendukung 

(Supporting 

Agency) dalam 

Implementasi 

Manajemen 

Berbasis Sekolah 

1) Dukungan mencarikan dana/pendanaan. Mengingat 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar merupakan madrasah 
dibawah naungan lembaga Ma’arif NU Kota Blitar 
yang di dalamnya terdiri dari Pesantren Nurul Ulum 

Blitar, MTs Ma’arif NU, MA Ma’arif NU, Madin 
Ula Nurul Ulum, dan Madin Wustha Nurul Ulum 

Kota Blitar dalam lingkup satu lokasi. Melihat 

lembaga tersebut yang begitu besar, secara otomatis 

kebutuhan dana untuk menyongkongnya juga banyak 

sekali. Termasuk dalam mencarikan dana pengadaan 

pengembangan gedung dilingkup madrasah. 

2) Selain dukungan soal dana/pendanaan, komite 

sekolah juga berperan dalam  pengelolaan  sarana  

dan prasarana,  yang  meliputi memantau  kondisi  

sarana  dan  prasarana  yang  ada  disekolah, 

memobilisasi  bantuan  sarana dan  prasarana,  

mengkoordinasikan dukungan  sarana  dan  prasarana  

disekolah. Dukungan  ini  terlihat  dalam  memantau  

kondisi  sarana  dan prasarana yang ada di sekolah. 

3) Bentuk dukungan lain dari komite sekolah adalah 

pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga pendidik di 

sekolah atau guru dan non pendidik atau staf 

karyawan. Dukungan yang diberikan adalah sebuah 

bentuk moril dan motivasi. Kualitas  pendidikan 

sangat  diperhatikan  oleh  komite,  agar  saat  

1) Dukungan terhadap dana atau pendanaan 

sekolah. Dukungan yang dimaksud adalah 

mencarikan dana dalam pengajuan bentuk 

proposal. Pengadaan fasilitas sarana prasarana 

di SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut masih 

kurang-kurang. Hal tersebut karena tidak hanya 

kebutuhan sekolah saja, akan tetapi asrama juga 

diperhatikan. Pembangunan rehap 4 kelas 

rencananya akan dibangun 3 lantai. Dana 

pembangunan tersebut subsidi silang dari 

pemerintah, yayasan, dan sekolah. 

2) Dukungan ini terlihat dalam mengkoordinasikan 

dukungan sarana dan prasarana serta 

memobilisasi bantuan  sarana  dan  prasarana. 

Koordinasi yang dilakukan komite sekolah 

adalah terlebih dahulu ke sekolah atau yayasan 

pesantren untuk mengetahui kebutuhan sekolah 

dan asrama lalu di pertimbangkan apa yang 

perlu didahulukan kebutuhannya.Selain itu 

komite sekolah membantu dengan menghimpun 

dan menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk 

sekolah dalam bentuk kerja bakti ro’an. 
3) Bentuk dukungan lain dari komite sekolah 

adalah pemantauan  terhadap  kondisi  tenaga 

pendidik di sekolah atau guru dan non pendidik 

Peran komite sekolah 

sebagai badan pendukung 

(supporting agency) 

dalam implementasi 

manajemen berbasis 

sekolah di kedua lembaga 

ini adalah dengan 

memberikan dukungan 

terhadap dana atau 

pendanaan sekolah, 

pengelolaan sarana dan 

prasarana, pemantauan  

terhadap  kondisi  tenaga 

pendidik di sekolah atau 

guru dan non pendidik 

atau staf karyawan, 

dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk 

moril dan motivasi, dan 

dukungan terhadap 

pengelolaan anggaran 

pendidikan. 
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mengajar  juga semakin terampil dan memliki 

wawasan dan ilmu yang semakin banyak sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan SDM siswa secara 

optimal. Dukungan tersebut melihat peluang-peluang 

guru untuk mampu melanjutkan jenjang sekolah 

yang lebih tinggi, misal komite sekolah mengajukan 

guru yang terlihat mampu untuk mendapatkan 

beasiswa S2 dari program Kemenag. Hal lain guru-

guru diusahakan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah 

seperti seminar, MGMP, diklat dan pelatiha-

pelatihan lainnya. 

4) Dukungan dalam pengelolaan anggaran pendidikan, 

komite sekolah tetap diikut sertakan atau dilibatkan, 

sehingga hubungan sekolah dengan wali santri atau 

masyarakat lingkungannya tetap berjalan lancar. Di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar prosedur pengelolaan 
dana infaq dibuat pada saat mengadakan rapat 

workshop yang dihadiri dari seluruh keluarga besar 

Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar. Dalam hasil 

workshop tersebut dana infaq melibatkan sumber 

dananya dari Guru dan Karyawan, Wali Santri dan 

santri. Di dalam hasil workshop tersebut juga 

terdapat ketentuan besaran infaq, penerima dana 

infaq, serta prosedur penerima infaq. 

atau staf karyawan. Dukungan yang diberikan 

adalah sebuah bentuk moril dan motivasi. 

Kualitas pendidikan sangat  diperhatikan oleh 

komite. Dukungan tersebut dengan 

mendatangkan narasumber psikolog pendidikan, 

motivator dan ustadz/kiyai. Hal lain guru-guru 

diusahakan mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah 

seperti seminar, Workshop, MGMP, diklat dan 

pelatiha-pelatihan lainnya guna meningkatkan 

mutu sekolah. 

4) Dukungan dalam pengelolaan anggaran 

pendidikan, komite sekolah tetap diikut sertakan 

atau dilibatkan, sehingga hubungan sekolah 

dengan wali santri atau masyarakat 

lingkungannya tetap berjalan lancar. Di SMP 

Islam Sunan Gunung Jati Ngunut dalam 

pengelolaan dana amal jariyah dibuat pada saat 

mengadakan rapat awal tahun ajaran baru yang 

dihadiri oleh wali santri, dewan guru, komite 

dan yayasan. Di dalam hasil rapat tersebut juga 

terdapat ketentuan besaran dana amal 

jariyahnya, disosialisasikan penggunaan dan 

tujuan dana amal jariyah untuk sekolah. 
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c. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung  

 Dari hasil analisis kasus I diperoleh temuan bahwa peran 

komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai badan 

pengontrol (controlling agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah melakukan beberepa aktifitas, yaitu pihak 

komite untuk meningkatkan mutu sekolah atau lembaga juga 

melakukan control penjaminan mutu. Selain itu juga memantau 

perihal proses belajar. Hal lain komite sekolah juga memantau 

kegiatan ekstrakurikuler guna memaksimalkan pengembangan 

minat bakat siswa. Dalam rangka transparansi penggunaan 

alokasi dana pendidikan dan sekaligus agar lebih dapat 

dipertanggungjawabkan, komite sekolah melakukan pengawasan 

dalam penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah). 

Selain itu juga mengontrol anggaran masuk dan pengeluaran 

anggaran RKAM. Sebagai badan pengontrol komite sekolah 

memantau hasil ujian akhir, mamantau siswa yang mendapatkan 

beasiswa atau prestasi. selain itu komite sekolah memantau 

alumni melalui data daftar alumni pada pihak TU.  
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 Sementara dari hasil analisis kasus II diperoleh temuan 

bahwa peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut sebagai badan pengontrol (controlling agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah, terkait pengawasan 

proses pengambilan kebijakan, tidak berarti bahwa komite 

sekolah selalu dilibatkan secara langsung pada saat proses 

pengambilan keputusan. Kepala sekolah memberikan laporan 

tentang kebijakan yang diambilnya kepada komite sekolah. 

Komite sekolah mendukung kebijakan yang telah diambil oleh 

sekolah, apabila memang sesuai dengan situasi, kondisi dan 

kebutuhan sekolah. Komite sekolah juga melakukan 

pengawasan terhadap alokasi anggaran tanpa melakukan 

intimidasi berapa besar anggaran yang direncanakan untuk suatu 

kegiatan sekolah. Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang 

diajukan oleh sekolah selalu didukung oleh komite sekolah 

karena dinilai penggunaannya telah sesuai dengan sasaran. 

Selain itu komite sekolah  memantau output sekolah, aktivitas 

yang dilakukan komite berupa memantau hasil ujian akhir, 

memantau hasil prestasi yang didapat dari bidang akademik atau 

non akademik. Sedangkan untuk memantau alumni pihak 

komite tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibantu oleh pihak 

alumni tingkat dan pihak sekolah yang berupa bentuk lisan dan 

tertulis. Untuk bentuk tertulis melalui pendataan dari sekolah. 
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 Berdasarkan analisis lintas kasus, terdapat persamaan 

antara kedua temuan yaitu peran komite sekolah sebagai badan 

pengontrol (controlling agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah, terkait pengawasan proses pengambilan 

kebijakan, pengawasan terhadap alokasi anggaran, selain itu 

komite sekolah  memantau output sekolah. Adapun 

perbedaannya terletak pada control penjaminan mutu yang 

dilaksanakan di MTs Ma’arif NU Kota Blitar pada agenda rapat 

besar workshop strategic planning, sedangkan control secara 

keseluruhan program sekolah di SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut dilaksanakan pada agenda rapat triwulan dengan dewan 

guru, komite dan yayasan. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan lintas 

kasus untuk fokus ketiga dalam penelitian ini adalah peran 

komite sekolah sebagai  badan pengontrol (controlling agency) 

dalam implementasi MBS meliputi: melakukan pengawasan 

proses pengambilan kebijakan, pengawasan terhadap alokasi 

anggaran, selain itu komite sekolah  memantau output sekolah. 

Berdasarkan temuan pada kedua kasus diatas, penelitian 

tentang peran komite sekolah sebagai badan pengontrol 

(controlling agency) dalam implementasi MBS  dirangkum 

dalam bentunk perbandingan pada tabel berikut ini: 
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Tabel  4.3 Matrik Temuan Lintas Kasus Fokus III 

Fokus Temuan Penelitian Kasus I Temuan Penelitian Kasus II Temuan Lintas Kasus 

Peran Komite 

Sekolah 

Sebagai Badan 

Pengontrol 

(Controlling 

Agency) dalam 

Implementasi 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolah 

1) Sebagai pengontrol perencanaan pendidikan di sekolah. Dengan 

mengontrol  proses  pengambilan  keputusan,  mengontrol  

kualitas kebijakan/kualitas  program  dan proses perencanaan  

pendidikan  di sekolah. Pihak komite untuk meningkatkan mutu 

sekolah atau lembaga juga melakukan control penjaminan mutu. 

Selain itu juga memantau perihal proses belajar. Hal lain komite 

sekolah juga memantau kegiatan ekstrakurikuler guna 

memaksimalkan pengembangan minat bakat siswa. 

2) Peran kedua adalah peran serta komite dalam rangka 

transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan, termasuk 

dalam mengawasi penggunaan dana bantuan dari pusat  seperti 

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang mengalir ke sekolah 

agar lebih dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan dana 

yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah harus benar-

benar efektif dan termonitoring alokasinya, agar sesuai dengan 

Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dalam 

transparansi keuangan, komite juga berperan untuk mengontrol 

anggaran masuk dan pengeluaran anggaran RKAM. 

3) Memantau output, yaitu sebagai badan pengontrol komite 

sekolah memantau hasil ujian akhir, mamantau siswa yang 

mendapatkan beasiswa atau prestasi. selain itu komite sekolah 

memantau alumni melalui data daftar alumni pada pihak TU. 

Ada cara lain yang dilakukan komite memantau output siswa 

adalah dengan menggerakkan semua dewan guru untuk 

menanyakan satu persatu jika ada yang sowan ke rumah. 

1) Terkait pengawasan proses pengambilan 

kebijakan, tidak berarti bahwa komite sekolah 

selalu dilibatkan secara langsung pada saat 

proses pengambilan keputusan. Kepala sekolah 

memberikan laporan tentang kebijakan yang 

diambilnya kepada komite sekolah. Komite 

sekolah mendukung kebijakan yang telah 

diambil oleh sekolah, apabila memang sesuai 

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah 

2) Komite sekolah juga melakukan pengawasan 

terhadap alokasi anggaran tanpa melakukan 

intimidasi berapa besar anggaran yang 

direncanakan untuk suatu kegiatan sekolah. 

Sejauh ini setiap alokasi anggaran yang 

diajukan oleh sekolah selalu didukung oleh 

komite sekolah karena dinilai penggunaannya 

telah sesuai dengan sasaran. 

3) Memantau output, yaitu sebagai badan 

pengontrol dalam memantau hasil ujian akhir, 

memantau hasil prestasi yang didapat dari 

bidang akademik atau non akademik. 

Sedangkan untuk memantau alumni pihak 

komite tidak berdiri sendiri, akan tetapi dibantu 

oleh pihak alumni tingkat dan pihak sekolah 

yang berupa bentuk lisan dan tertulis. Untuk 

bentuk tertulis melalui pendataan dari sekolah. 

Peran komite sekolah 

sebagai badan 

pengontrol (controlling 

agency) dalam 

implementasi 

manajemen berbasis 

sekolah, terkait 

pengawasan proses 

pengambilan kebijakan, 

pengawasan terhadap 

alokasi anggaran, selain 

itu komite sekolah  

memantau output 

sekolah. 
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d. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung (Mediator 

Agency) dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di 

MTs Ma’arif NU Kota Blitar dan SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut Tulungagung  

 Dari hasil analisis kasus I diperoleh temuan bahwa peran 

komite sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar sebagai badan 

penghubung (mediator agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah, komite sekolah menjalin hubungan baik 

dengan masyarakat khususnya wali santri, dimana setiap ada 

hal-hal penting yang ingin dilaksanakan di sekolah, komite 

sekolah tetap mengundang wali santri untuk mengadakan 

pertemuan. Seperti halnya pada kegiatan akan memasuki ujian 

nasional, pihak komite dan sekolah, mengundang orang tua wali 

santri untuk mengadakan istighosah bersama, selain itu pada 

acara jantiko mantab semua wali santri dan seluruh warga untuk 

bersedia hadir di acara tersebut. Dari situ terlihat ada 

keterlibatan dan hubungan baik antara komite sekolah dengan 

wali santri dan masyarakat sekitar. Hal lain dalam pelaksanaan 

program sekolah, komite mensosialisasikan kebijakan program 

sekolah kepada masyarakat, menampung pengaduan dan 

keluhan masyarakat (Orang tua siswa) kepada sekolah. Komite 

sekolah MTs Ma’arif NU Kota Blitar berperan dalam 

menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini dapat berupa 
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pengaduan, keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan 

program pendidikan. Selain mediator dengan dewan guru dan 

wali murid terhadap pelaksanaan program sekolah, komite 

sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi lain. Instansi 

disini yang dimaksud adalah alumni, pengurus cabang NU Blitar 

dan kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD Dalam 

hubungan terhadap kalangan NU yang menjabat menjadi DPRD 

membantu dalam rangka pengembangan sekolah. 

 Sementara dari hasil analisis kasus II diperoleh temuan 

bahwa peran komite sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati 

Ngunut sebagai badan penghubung (mediator agency) dalam 

implementasi manajemen berbasis sekolah melakukan hubungan 

tethadap wali santri. Hubungan tersebut dilakukan pada saat 

mengadakan rapat dengan sekolah dan orang tua siswa pada 

awal tahun ajaran baru. Hal ini dilakukan untuk membahas 

perkembangan sekolah dan rencana pengembangannya satu 

tahun ajaran ke depan. Komite sekolah SMP Islam Sunan 

Gunung Jati Ngunut berperan dalam menampung aspirasi 

masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, keluhan 

maupun saran terhadap kebijakan dalam program pendidikan. 

Selain itu komite sekolah melakukan mediasi terhadap institusi 

lain. Prioritas mediator disini ke alumni dan pemerintah 

setempat. Misalnya, karena SMP Islam Sunan Gunung jati 
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adalah dibawah naungan PPHM Ngunut, terdapat alumni dari 

pesantren yang menjadi dosen untuk dimintai bantuan soal 

masukan-masukan program sekolah atau yang lain guna 

meningkatkan mutu sekolah. Sedangkan instansi dari 

pemerintah, SMP Islam Sunan Gunung jati adalah salah satu 

sekolah yang ditunjuk sebagai program sekolah berbasis 

pesantren. Setiap tahunnya ada pembinaan diklat dari 

pemerintah yang termasuk di dalamnya subsidi bantuan dari 

pemerintah untuk mensukseskan program penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah berbasis 

pesantren sekaligus pembinaan peningkatan kompetensi guru. 

Setelah ada pemberitahuan dari pusat tentang penyaluran subsidi 

bantuan dari pemerintah untuk mensukseskan program 

penyaluran dan pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah 

berbasis pesantren, kepala sekolah, komite sekolah dan guru-

guru lainnya mensosialisasikan pemberitahuan tersebut apabila 

ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, komite 

sekolah dapat memberikan rekomendasi pada program tersebut. 

 Berdasarkan analisis lintas kasus, terdapat persamaan 

antara kedua temuan yaitu peran komite sekolah sebagai badan 

penghubung (mediator agency) dalam implementasi manajemen 

berbasis sekolah melakukan melakukan hubungan tethadap wali 

santri, hubungan terhadap masyarakat dan terhadap institusi lain 
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(alumni dan pemerintah setempat). Adapun perbedaannya 

terletak pada hubungan instansi pemerintah pada MTs Ma’arif 

NU Kota Blitar karena dibawah naungan LP Ma’arif NU Blitir 

memiliki kelibihan dan kemudahan untuk bermediasi pada 

kalangan NU yang menjabat di pemerintahan. Sedangkan di 

SMP Islam Sunan Gunung Jati Ngunut komite memiliki 

hubungan yang intens terhadap alumni, kiranya jika ada yang 

menjabat menjadi dosen, dapat memberikan masukan serta 

saran-saran untuk meningkatkan mutu sekolah. 

 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa temuan lintas 

kasus untuk fokus keempat dalam penelitian ini adalah peran 

komite sekolah sebagai badan penghubung (mediator agency) 

dalam implementasi MBS meliputi: melakukan hubungan 

tethadap wali santri, hubungan terhadap masyarakat dan 

terhadap institusi lain (alumni dan pemerintah setempat). 

Berdasarkan temuan pada kedua kasus diatas, penelitian 

tentang peran komite sekolah sebagai badan penghubung 

(mediator agency) dalam implementasi MBS  dirangkum dalam 

bentunk perbandingan pada tabel berikut ini: 
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Tabel  4.4 Matrik Temuan Lintas Kasus Fokus IV 

Fokus Temuan Penelitian Kasus I  Temuan Penelitian Kasus II Temuan Lintas Kasus 

Peran Komite 

Sekolah 

Sebagai Badan 

Penghubung 

(Mediator 

Agency) dalam 

Implementasi 

Manajemen 

Berbasis 

Sekolah 

1) Dalam hal penghubung mengenai perencanaan 

sekolah, komite sekolah telah melaksanakan 

perannya. Maksudnya setiap keputusan yang ada 

dalam rapat mendapat kesepakatan dengan 

masyarakat, bahkan ada yang berasal dari aspirasi 

atau keinginan dari masyarakat. Dalam perencanaan 

proses penyelenggaraan kegiatan sekolah misal 

dalam try out, ujian semester dan UN juga akan di 

informasikan kepada Komite sekolah. Apabila ada 

acara besar lembaga dari sekolah, komite bersama 

pihak sekolah turut mengudang wali santri dan 

masyarakat untuk terlibat dan partisipasi dalam acara 

tersebut. 

2) Peran kedua adalah penghubung dalam pelaksanaan 

program. Dengan mensosialisasikan kebijakan 

program sekolah kepada masyarakat, menampung 

pengaduan dan keluhan masyarakat (Orang tua 

siswa) kepada sekolah. Komite sekolah MTs Ma’arif 
NU Kota Blitar berperan dalam menampung aspirasi 

masyarakat, dalam hal ini dapat berupa pengaduan, 

keluhan maupun saran terhadap kebijakan dan 

program pendidikan. Keluhan tersebut disampaikan 

pada saat pertemuan wali santri yang di dalamnya 

ada dialog interaktif terhadap komite dan direktorat.  

3) Selain mediator dengan dewan guru dan wali murid 

1) Kaitannya dengan peran komite sebagai 

penghubung, komite sekolah mengadakan rapat 

dengan sekolah dan orang tua siswa pada awal 

tahun. Hal ini dilakukan untuk membahas 

perkembangan sekolah dan rencana 

pengembangannya satu tahun ajaran ke depan 

2) menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini 

dapat berupa pengaduan, keluhan maupun saran 

terhadap kebijakan dalam program pendidikan. 

Beberapa wali santri menyampaikan keluhan 

kepada pihak sekolah terkait keadaan putranya 

yang bermasalah. Berdasarkan keluhan dan 

pengaduan tersebut jika sifatnya krusial, 

nantinya akan disampaikan ke komite sekolah 

untuk mencarikan solusi, dan apabila sekiranya 

pihak sekolah mampu untuk mengatasinya, 

maka akan langsung diatasi oleh sekolah tanpa 

melalui komite. 

3) Mediator dengan institusi lain. Prioritas 

mediator disini ke alumni dan pemerintah 

setempat. Misalnya, karena SMP Islam Sunan 

Gunung jati adalah dibawah naungan PPHM 

Ngunut, terdapat alumni dari pesantren yang 

menjadi dosen untuk dimintai bantuan soal 

masukan-masukan program sekolah atau yang 

Peran komite sekolah 

sebagai badan 

penghubung (mediator 

agency) dalam 

implementasi manajemen 

berbasis sekolah meliputi 

melakukan hubungan 

tethadap wali santri, 

hubungan terhadap 

masyarakat dan terhadap 

institusi lain (alumni dan 

pemerintah setempat). 
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terhadap pelaksanaan program sekolah, komite 

sekolah juga melakukan mediasi terhadap instansi 

lain. Instansi disini yang dimaksud adalah alumni, 

pengurus cabang NU Blitar dan kalangan NU yang 

menjabat menjadi DPRD. Salah satu Pembina dalam 

struktur organisasi Perguruan Ma’arif NU Kota 

Blitar adalah sekaligus pengurus Rois NU di Blitar, 

jadi apabila ada kegiatan atau masalah yang terkait 

dimadrasah dengan mudah menginformasikan 

tersebut langsung ke pengurus NU. Dalam hubungan 

terhadap  kalangan NU yang menjabat menjadi 

DPRD membantu dalam rangka pengembangan 

sekolah. Sedangkan terkait instansi dengan pembina 

Perguruan Ma’arif NU Kota Blitar yaitu KH. Imam 
Suhrowardi sekaligus Rois NU melakukan 

komunikasi pada agenda rapat dengan dewan guru 

yang sifatnya insedental. 

lain guna meningkatkan mutu sekolah. 

Sedangkan instansi dari pemerintah, SMP Islam 

Sunan Gunung jati adalah salah satu sekolah 

yang ditunjuk sebagai program sekolah berbasis 

pesantren. Setiap tahunnya ada pembinaan 

diklat dari pemerintah yang termasuk di 

dalamnya subsidi bantuan dari pemerintah untuk 

mensukseskan program penyaluran dan 

pemanfaatan bantuan peningkatan mutu sekolah 

berbasis pesantren sekaligus pembinaan 

peningkatan kompetensi guru. Diklat tersebut 

harus dihadiri oleh kepala sekolah dan beberapa 

wakil guru yang telah ditunjuk dari sekolah. 

Setelah ada pemberitahuan dari pusat, kepala 

sekolah, komite sekolah dan guru-guru lainnya 

mensosialisasikan pemberitahuan tersebut 

apabila ada persyaratan-persyaratan yang harus 

dipenuhi, komite sekolah dapat memberikan 

rekomendasi pada program tersebut. 
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Berdasarkan analisis lintas kasus, maka dapat diajukan proposisi 

sebagai berikut: 

Proposisi I   

Komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan 

pertimbangan (advisory agency) dalam implementasi MBS manakala 

memberikan pertimbangan terhadap penyediaan dan penggunaan 

sarana dan prasarana, pengelolaan pendidikan, pengelolaan kurikulum 

yang khususnya pada kurikulum muatan lokal, dan memberikan 

pertimbangan tentang kompetensi sumber daya satuan pendidikan 

dalam pengadaan kegiatan ekstrakurikuler. 

 

Proposisi II 

Komite sekolah telah melaksanakan perannya sebagai badan 

pendukung (supporting agency) dalam implementasi MBS manakala 

memberikan dukungan terhadap dana atau pendanaan sekolah, 

pengelolaan sarana dan prasarana, pemantauan  terhadap  kondisi  

tenaga pendidik di sekolah atau guru dan non pendidik atau staf 

karyawan, dukungan yang diberikan adalah sebuah bentuk moril dan 

motivasi, serta dukungan lain terhadap pengelolaan anggaran 

pendidikan. 

 

Proposisi III 

Komite sekolah telah melaksanakan peran komite sekolah 

sebagai badan pengontrol (controlling agency) dalam implementasi 



245 

MBS manakala melakukan pengawasan proses pengambilan 

kebijakan, pengawasan terhadap alokasi anggaran, selain itu komite 

sekolah  memantau output sekolah. 

 

 Proposisi IV 

Komite sekolah telah melaksanakan peran komite sekolah 

sebagai badan penghubung (mediator agency) dalam implementasi 

MBS manakala melakukan hubungan tethadap wali santri, hubungan 

terhadap masyarakat dan terhadap institusi lain (alumni dan 

pemerintah setempat). 
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